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ABSTRAK

Nama : WidaKristiani
Program Studi : Cina
Judul : Privatisasi Perusahaan Negaradi RRC :

dari Sistem Terpusat sampai Privatisas

Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara segak berdirinya RRC yang
menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisas diterapkan,
tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang
dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi
perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode
deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan
menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan anaisa penulis. Privatisas
merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai
negara sosiais turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
privatisas tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga
memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan
meningkatnya pendapatan negara.

Kata kunci : perusahaan negara, privatisasi
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ABSTRACK

Name : WidaKristiani
Study Program : Chinese
Title . State-owned Enterprisesin PRC: from Centralized

Economic System to Privatization

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which
implemented centralized system, was founded until privatization came into power.
The objective of this thesis is to study the development of SOE and how
privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used
in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally
conducted.

Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in
contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result
of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE
but also to the country seeing how private sector flourished and national income
increased.

Key words: state-owned enterprise, privatization
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Cina dikenal sebagai negara sesiging menerapkan
sistem ekonomi pasar, bahkan pertumbuhan ekonon@ REvg mencapai hampir
10% per tahun merupakan yang paling pesat di angggara lain (Vob dan Yi, 2004 :
6, pdf). Pada kenyataannya, kondisi yang baik beséaru terjadi satu dekade
belakangan. Cina mulai memasuki babak baru dalandikgan ekonomi mereka
pada bulan Desember tahun 1978, saat Deng Xiaapegumumkan reformasi
ekonomi yang pada akhirnya memperbaiki kehidupansam juta rakyat RRC
(Prokopenko, 2000 : 10, pdffujuan reformasi tersebut adalah mengubah secara
bertahap sistem ekonomi RRC yang pada mulanyadatrpoenjadi sistem ekonomi
yang lebih terbuka terhadap peluang pasar. Dalarakoiean reformasi, Deng
Xiaoping bertindak hati-hati dengan tidak serta tenelurut mereformasi sistem
politik RRC, namun tetap meneruskan sistem negasalss yang sudah dibangun
oleh pemimpin sebelumnya, Mao Ze Dong. Deng yamglsumenjadi pengikut Mao
sejak 1930-an, berkeyakinan sekalipun sosialisme sdistem ekonomi pasar
merupakan dua hal yang kontradiktif, namun RRC dktap dapat menganut sistem
politik sosialis sekaligus menjadi lebih makmur giem sistem perekonomian pasar,
seperti ungkapannya yang terkenal, “Kaya itu mulznifu shi gangrong.

Menurut Chow, penulis bukChina’s Economic Transformatioada empat
alasan mengapa reformasi 1978 dilakukan oleh Damgpg@merintahannya. Alasan
pertama adalah kegagalan Revolusi Kebudayaan yagbawa penderitaan dan
trauma bagi rakyat RRC. Kesan buruk dari Revolugbddayaan ini menyebabkan
rakyat tidak percaya kepada pemerintahnya, sehipgga masa itu pemerintah
berusaha meraih kembali kepercayaan rakyat dengamgubah ‘penampilandan
melakukan perubahan-perubahan. Alasan yang kealahakketidakmampuan sistem

ekonomi terpusat untuk membawa rakyat pada kesegart, hal itu sudah terbukti
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terutama selama masa Revolusi Kebudayaan. Alastigakadalah kesuksesan
negara-negara tetangga dekat Cina -termasuk TaM@amg Kong, Singapura, dan

Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan “Mac#&ai-Agng menerapkan sistem
ekonomi pasar. Keberhasilan tersebut memberi ganlgada pemerintah dan rakyat
RRC kalau sistem ekonomi pasar masih lebih bailpdda sistem ekonomi terpusat.
Alasan keempat adalah dengan alasan-alasan yan) sigkbutkan di atas, rakyat
sudah bersiap dan pasti akan mendukung reformasioek. Situasi di atas tidak

memberikan pilihan lain pada RRC selain berubalo(G12002 : 46-47).

Reformasi ekonomi menyentuh enam aspek dalam pssekan RRC, yaitu
pertanian, reformasi harga, perbankan, perdagaligamegeri dan investasi, sektor
ekonomi selain negaradan aspek terakhir yang menjadi pembahasan dgiepsi
ini, yaitu perusahaan negara (Chow, 2002 : 48-S8jak lama perusahaan negara di
RRC merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dik@isadengan perekonomian
mereka. Sejak tahun 1949, sebagai sebuah negaafissekonomi RRC diletakkan
di atas prinsip kepemilikan masyarakat -yang lematses rasionalisasi panjang-
diterjemahkan menjadi “kepemilikan negargu@yu gye) (Wibowo, 2002 : 116),
sehingga tidak mengherankan perusahaan negaradnkeagaan yang penting dalam
menghidupi rakyat RRC. Pemerintah RRC sendiri m@maenjadikan perusahaan
mereka, mulai dari yang kecil sampai yang besdrag® lahan pekerjaaan bagi
rakyat. Bagaimana perubahan-perubahan terjadi paesahaan negara RRC dalam
setiap periode seiring dengan perubahan ekonomekaenenjadi hal yang sangat
menarik penulis untuk membahasnya lebih lanjut.

Pada masa sebelum reformasi, manajemen perusabgaranermasuk subjek
kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan aspétikpdan ekonomi. Pada saat
Revolusi Kebudayaan, Partai yang merupakan repi@sepemerintah mengambil
alih manajemen perusahaan sebagai salah satgspatebangunan. Dengan kondisi
seperti itu, perusahaan-perusahaan hanya dapatksaeékan segala kegiatan
perusahaan sesuai dengan perintah pemerintah, sigkmkegiatan berproduksi,

pengalokasian pekerja, bahan material, mesin, @éaarigan, bahkan hampir tidak

! Sektor non-negara adalah perusahaan kolektif tandan asing (Chow, 2002 : 55).
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ada kesepakatan antara unit satu dengan unit wamgdi perusahaan yang sama,
semua diatur oleh pemerintah (Jie dan Ward, 2@8337).

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintaéhaketeformasi ekonomi
1978 menampakkan hasilnya, reformasi berjalan demgalus dan terbukti dapat
memperbaiki perekonomian RRC. Sejak reformasi camphda 1978 sampai pada
pertengahan tahun 1990-an, sekitar 200 juta oradghskeluar dari kemiskinan dan
saat Deng Xiaoping meninggal pada 1997, RRC sudglatdmenyerap investasi
asing sebanyak $40 miliar (Supachai dan Mark, 2@®). Pertumbuhan yang sangat
menonjol terutama tampak pada akhir dekade 90-ada gahun 1998, Produk
Nasional Bruto RRC mencapai $11,4 miliar, meningkag®% dibandingkan dengan
PNB pada tahun 1978. Sejak tahun 1990-an RRC a#dannengalami pertumbuhan
sebesar 9,7% per tahun, mengukuhkannya sebaghi safa negara dengan laju
pertumbuhan ekonomi yang tercepat, menempati urkgan dalam urutan negara
dengan PNB paling besar setelah USA, Jepang, Jeieaancis, Inggris, dan Italia.
Pada tahun 1998, pendapatan per kapita rakyatri@mengkat 490,5% dibandingkan
dengan pendapatan per kapita tahun 1978. Jepanglatea membutuhkan 60-80
tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang skmngan level yang dicapai
RRC hanya dalam kurun waktu 20 tahun tersebut (ffab Yi, 2004 : 1, pdf).
Besarnya pendapatan negara tersebut di dapat elaerdpa sumber, seperti pajak,
pendapatan perusahaan negara, industri energirdasportasi, dan lain-lain. Di
antara sumber-sumber pendapatan tersebut, pendagmiapajak merupakan yang
terbesar. Di bawah ini adalah tabel pendapatan RRG didapat dari sektor pajak.
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Tabel 1.1 : Pendapatan negara dari sektor pajak (1978-2001)

Pendapatan Pajak
(200 miliar yuan)
Tahun Total Paj ak Tarif Pertanian  |Pendapatan |Pemasukan
Industri dan dan Pajak dari Pajak dari
Komersial Bidang yang |Perusahaan |Perusahaan
berhubungan Milik Negara | Kolektif
1978 519.28 462.12 28.76 28.40
1980 571.70 510.50 33.53 27.67
1985 2040.79 1097.47 205.21] 42.05 595.84 100.22
1990 2821.86 1858.99 159.01 87.86 604.12 111.88
1991 2990.17 1981.11 187.28 90.65 627.59 103.54
1992 3296.91 224421 212.75 119.17 624.77 96.01
1993 4255.30 3194.49 256.47 125.74 582.91 95.69
1994 5126.88 3914.22 272.68 231.49 609.75 98.74
1995 6038.04 4589.68 291.83 278.09 759.38 119.06
1996 6909.82 5270.04 301.84 369.46 822.33 146.15
1997 8234.04 6553.89 319.49 397.48 794.43 168.75
1998 9262.80 7625.42 313.04 398.80 743.93 181.61
1999 10682.58 8885.44 562.23 423.50 639.00 172.41
2000 12581.51 10366.09 750.48§ 465.31 827.41 172.22
2001 15301.38 840.52 481.70

Sumber : 200¥earbook of Chinatelah diolah kembali

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapaR@ Rari sektor pajak selalu
megalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lebih jagjn dapat dilihat ada dua sektor
yang memberikan pendapatan paling banyak, yaituosekdustri dan sektor
perusahaan milik negara. Pendapatan pajak darsgieman negara meningkat pada
tahun 1985, yang awalnya 595,84 juta yuan menjadi4d juta yuan pada tahun
2000. Berdasarkan data-data yang diacu, pada tahun-tersebut, RRC sudah mulai

melakukan privatisasi pada perusahaan negaranymg&etulang punggung dari
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industri dan perekonomian RRC (Chang, 2001 : 48girs memberikan sumbangan
yang besar untuk pendapatan negara, perusahaamanRBL juga memberikan
penghidupan pada rakyat, dengan mempekerjakan mesekagai tenaga Kkerja.
Sebagai contoh, dari 384.000 industri yang ada ida @ada tahun 1981, sekitar
84.000-nya merupakan milik pemerintah dan mempgkan 74,5 juta orang (Chang,
2001 : 46). Dengan privatisasi perusahaan-perusahegara yang perlahan-lahan
dilakukan Cina sebagai negara sosialis, penuligningenpelajari bagaimana
privatisasi tersebut memberi dampak pada RRC, dakktor ekonomi, penyerapan

tenaga kerja, maupun sektor lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maeelipan berjudul
“Perusahaan Negara di RRC : dari Sistem TerpusapaiaPrivatisasi” ini berusaha
menjawab beberapa permasalahan, yaitu bagaimardiskgerusahaan negara di
Cina sebelum dan setelah privatisasi, dan bagaimi@vetisasi mempengaruhi RRC.
Penulisan ini akan menitikberatkan pada pembah&semlisi perusahaan RRC
setelah privatisasi. Penelitian yang dilakukan addp perusahaan negara RRC
adalah sejak masa berdirinya RRC sampai pada s@atigasi diterapkan, yaitu
sekitar tahun 1949 sampai tahun 2001. Tahun 194ihdsebagai pembuka, karena
perusahaan negara sudah berdiri di RRC sejak MadDd®g mengumumkan
berdirinya Republik Rakyat Cina. Tahun 2001 dipg8&bagai tahun penutup, karena
penulis beranggapan bahwa waktu dua dekade sd@knesi ekonomi diumumkan
pada tahun 1978, merupakan waktu yang cukup untekhat perubahan akibat
privatisasi yang diterapkan di RRC.

Penulis menggunakan istilah “perusahaan negarabdkan istilah “BUMN”
karena faktor istilah dalam bahasa Mandarin. Sayel berdiri, RRC menggunakan
kata ‘guéyu gy€e untuk menyebut perusahaan negara mereka, danumpaia
perusahaan negara setelah privatisasi mengalaobatean bentuk menjadi korporasi,

RRC tetap menggunakan istilagudyu gy€'. Oleh karena itu, penulis memilih
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untuk tetap memakai istilah “perusahaan negara’aeal pembahasan sampai pada
bab penutup.

1.3 Tujuan Pen€litian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalahtuk mengetahui
bagaimana perkembangan perusahaan negara RRC dmidaimasa sebelum
reformasi sampai pada masa moderen, terutama daddrbagaimana privatisasi
mempengaruhi perusahaan negara maupun bidang [aiRR€. Diharapkan,
penelitian ini dapat memperkaya studi mengenai RIR@ dapat menjadi pondasi
bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membatemtang perusahaan negara

maupun privatisasi di Cina

1. 4 Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempusdimdahencapai suatu
tujuan tertentu. Metode penelitian diterapkan b&sdean tujuan penelitian dan
tingkat generalisasi yang diharapkan (Suriasuma2@fil : 328)

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakatode deskriptif analisis.
Metode ini membuat penguraian secara sistematigueia dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfesmoean yang diselidiki. Dengan
menggunakan metode ini, kita dapat menelusuri sebbab dari suatu gejala tertentu.
Selain itu dengan metode ini juga dapat diseliddédudukan fenomena atau faktor
serta melihat hubungan antara satu faktor dan rfaking lain (Nazir, 1988 : 64).
Dengan metode ini, penulis berusaha menggambarkaar lbelakang serta
perkembangan perusahaan negara dari masa sebdarmas sampai masa RRC
melakukan privatisasi dengan cara mengumpulkan, yosem, membaca, dan
menganalisa data-data yang didapat, lalu mengukgkapembali hasil analisa

tersebut untuk kemudian menyimpulkannya.
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1.5 Teknik dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepusatakaagadn menggunakan acuan
ilmiah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, amuyahasa Mandarin yang
berupa : buku; jurnal-jurnal ilmiah, hasil penalitimengenai perekonomian RRC
maupun perusahaan negara RRC; serta data-datd iblaia surat kabar, majalah
terbitan dalam maupun luar negeri.

Lokasi penelitian mencakup beberapa perpusatakaanlembaga ilmiah,
seperti : perpustakaan Pusat Ul, Depok, perpusataki Ul, Depok, perpusatakaan
FISIP Ul, Depok, perpustaka&@entre for Strategic and International Stud{(€SIS),
Jakarta, dan sumber internet

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab |, “Pendahuluan”, yang meliputi latar belakarigjuan penelitian,
perumusan masalah, metode penelitian, teknik pgemeldan sumber data, serta
sistematika penulisan.

Bab 1, “Perusahaan Negara Menuju Privatisasi’gyarembahas bagaimana
perkembangan perusahaan negara sejak berdirinyg Bék@ar tahun 1949-1978,
dan bagaimana kondisi perusahaan negara setetamesi, dimulai dari tahun 1978-
1990-an.

Bab Ill, “Privatisasi Perusahaan Negara”. Bab werisi pembahasan
mengenai privatisasi perusahaan negara, mulai definisi privatisasi, teknis
privatisasi perusahaan negara, sampai pada akibatigasi pada perusahaan negara
dan RRC.

Bab IV, “Penutup”, berisi kesimpulan dan analigmgy dibuat oleh penulis
berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembamgarsahaan di RRC mulai tahun
1949 sampai pada masa privatisasi.
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BAB I1
PERUSAHAAN NEGARA RRC MENUJU PRIVATISASI

2.1 Perusahaan negara di RRC sebelum reformasi (1950-1978)

Pada masa kini, RRC memiliki 7.341.500 perusahaarg yterbagi dalam
empat jenis perusahaan berdasarkan kepemilikaty ydi18.000 perusahaan milik
negara (Quéyu aye), 1.475.000 perusahaan kolektft (jiti oiye), 5.688.200
perusahaan milik individugét giyd), dan 60. 300 perusahaan ekonomi lainmgfti
jingji leixing dye (Steinfeld, 1998 : 11)Perusahaan milik negara yang berjumlah
118.000 dijadikan subjek utama dalam pembahas#psskri.

Secara formal, perusahaan negara dimiliki olehufsiél rakyat” uanmin
Swyou), dan setiap perusahaan negara terafilisasi desgah satu dari empat level
pemerintahan RRC, yaitu : pusat, provinsi, prefeffuatau kabupaten (Steinfeld,
1998 : 11). Perusahaan negara di RRC sebenarngh sdd di perkotaan-perkotaan
sejak RRC berdiri. Sebagai tempat perusahaan ndghrkan, penguasa pada masa
itu menata perkotaan menjadi sebuah “negara orgaméga kerj& untuk mencapai
tujuan pembangunan ekonomi (Wibowo, 2000 : 178)ykdtaan ditujukan untuk
menjadi “kota produsen”, yang memproduksi baranmgiiz dan jasa untuk rakyat
dalam jumlah besar. Menurut konsep di masa itia ketrus menjadi pusat industri,
bukan perdagangan, oleh sebab itu, perusahaananggag berkembang pada masa
tersebut lebih banyak berkecimpung di bidang indudan konstruksi untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan RRC, sedangkanapaams negara yang

% Perusahaan kolektif merupakan ‘milik umum’, namsecara formal perusahaan kolektif dimiliki
oleh pemerintah lokal. Mereka tidak mendapatkarestasi, pinjaman, atau subsidi dari pemerintah
pusat, namun mendapatkannya dari anggaran daararipgah daerah atau dari pihak asing.

® Perusahaan individu pada awalnya hanya boleh nkémégawai kurang dari tujuh orang, namun
sekarang sudah diperbolehkan untuk mempekerjakgawan lebih dari tujuh orang.

* Negara organis tenaga kerja adalah sebuah korggpandalam marxisme. Ada sepuluh ciri, antara
lain monopoli negara dalam rencana pembangunanoekipkepemilikan dan kontrol produksi oleh
negara, negara sebagai satu-satunya penentu noasyamakat, negara yang menentukan pekerjaan
dan promosi bari rakyat, hanya satu partai polt#ing berkuasa, sistem produksi sosialis yang
melibatkan banyak orang, dll.
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bergerak di bidang jasa semakin berkurang, karékeitkbn dengan gaya hidup
borjuis yang bertentangan dengan sosialisme (Wib@a@0 : 179).

Pada tahun 1951, diadakan gerakan membasmi kapiiaRRC, termasuk
nasionalisasi perusahaan besar menjadi milik nedsetelah penyitaan itu, RRC
dengan sistem ekonomi terpusat menjalankan perasamegara mengikuti model
perusahaan negara di Soviet dan negara sebagaasaflya badan hukum sah yang
berhak memiliki serta mengendalikan aset maupunajearen perusahaan. Konsep
yang dibangun dalam kerangka tersebut memberi Ussahn bagi negara untuk
mengerahkan SDM maupun sumber modal yang ada demienmuhi produksi dan
distribusi perusahaan sesuai dengan keinginan aeDatam mengahasilkan barang
atau jasa, perusahaan milik negara selalu mengi&titran dari pusat, yang

ilustrasinya dapat dilihat dari gambar di bawah ini

Gambar 2.1 : Perusahaan Negara Sebelum Reformasi

Agen Pemerintah Put

Perusahaan milik negara

] v

Aaen Pemerintah Provir

v

Agen Pemerintah Lok

: * y A

Investasi input output Profit

: (oleh Bank ( disimpan
Negara) di Bank

v \ o Negara)
Beeseeceessaccscsscccsssscccsssssssasssssssssssssasssscsssscssassssssassnes

Sumber : Steinfeld, 1998, him 49.
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Dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelasvbaperusahaan negara
dalam segala bentuk merupakan kepanjangan tangarpetaerintah. Pemerintah
yang diwakili oleh agen-agen mereka baik di tingkasat, provinsi, maupun lokal,
menentukan secara mutlak apa yang harus diprodusipa banyak produksi, dan
harga input yang diinginkan. Bank negara berfungsi sebagair kasgara yang
mengalokasikan investasi pada perusahaan. Umutput, harga pun sudah
ditentukan secara birokratis. Oleh karena negattatrsmengontrol harga damtput,
mereka tahu “profit” yang akan dihasilkan masingsing perusahaan. Mereka dapat
memilih untuk mengembalikan keuntungan pada pusatikudialokasikan pada
perusahaan negara yang lain atau disimpan di batkk udigunakan perusahaan
tersebut di masa mendatang. Dari gambar dan psaieldi atas, dapat disimpulkan
bahwa hubungan dalam perusahaan negara sebelumref@saasi masih bersifat
vertikal dan hirarki, antara produsen dan perencéun&an antara produsen dan
konsumen (Steinfeld, 1998 : 47-50).

2.1.1 Tugas para manajer dan para pekerja

Para manajer di perusahaan-perusahaan negara jpadaamal RRC berdiri
diwajibkan untuk memenuhi rencana produksi pemahitanpa perlu memusingkan
soal keuntungan, oleh sebab itu, perusahaan negargan model ini bukanlah
perusahaan bisnis yang sesungguhngaun lebih seperti pabrigdngching) yang
berkewajiban untuk memenuhi produksi barang daa lpeg)i rakyat Cina (Schipani
dan Liu, 2002 : 2, pdf).

Para manajer dalam perusahaaan ditunjuk dan ditédcae oleh agen
pemerintah yang disebut “kader negaragudjic ganb) °® dan mereka
bertanggungjawab terhadap agen pemerintah di gexasaya. Prestasi para jajaran
eksekutif pun dinilai bukan dari kemampuan merektuki meningkatkan finansial
perusahaan dengan menghasilkan profit sebanyalakayg, melainkan dilihat dari

kemampuan mereka untuk dapat memenuhi rencana kmiogemerintah, yang

® Perusahaan pada umumnya hampir selalu bersifaaksplan mencari keuntungan dari usahanya.
® Kader Negara yang bertugas untuk mengawasi pexarategara memiliki perlakuan dan fasilitas
yang sama dengan petugas pemerintah lainnya baakssekonomi maupun politik.
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dibuat oleh agen pemerintah dalam perusahaan.gBealirpara manajer mengalami
hambatan dalam mengoperasikan perusahaannya, naelekauntuk meningkatkan
karir, mereka harus membiarkan birokrasi menentutanget produksi, namun
mereka tidak diberi jaminamput yang disediakan pemerintah untuk memenuhi
target tersebut. Selain itu, dengan memenuhi t@®eerintah di tahun pertama akan
membuat perusahaan mereka harus mencapai targgt lghiin tinggi di tahun
berikutnya, hal tersebut tentunya akan memberimédiah berat pada perusahaan.

Sebelum reformasi, perusahaan tidak pernah menalperiksentif material
pada pekerja, melainkan menggantinya dengan imsemtial, berupa pujian dan
piagam. Pada masa tersebut, mendapatkan pujiagasebakerja yang baik atau
mendapatkan piagam sebagai pekerja teladan sudajadn&ebanggaan tersendiri
bagi pegawainya. Walaupun tanpa sistem bonus, giemas tetap memberikan
jaminan hidup pada para pekerjanya dan hampirigeloekerja di perusahaan negara
merupakan pekerja seumur hidup yang terikat dengiapat mereka bekerja yang
disebut juga dengan unit kerja atauznwei’. Pada tahun 1950-an, kota-kota di RRC
sudah dipenuhi dengarddnwei’, yang pada intinya merupakan gabungan antara
tempat tinggal dan tempat bekerja. Di dald@mwei para buruh dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas untuk memenuhi kebutuhereka. Tempat tinggal dengan
fasilitas air dan listrik disediakan bagi para pgkeecara cuma-cuma atau dengan
biaya minimal, selain perumahan, perusahg@a memberikan fasilitas kesehatan
dan pendidikan bagi anak-anak para pekerja bahkanpa pada pemberian
tunjangan setelah mereka pensiun (Tang dan Wa@3 237).

Para pekerja menjadi sangat bergantung pEdavei, baik dilihat dari segi
ekonomi, politik, dan personal. Secara ekonomiskepa bergantung pada
perusahaan atau pabrik, karena tempat tersebutpalem satu-satunya sumber
penghasilan bagi mereka. Di tempat lain, merekaktmkan mendapatkan pekerjaan
yang memberikan begitu banyak jaminan. Para pekielgk memiliki pilihan lain
selain bekerja di tempat itu untuk seumur hidupage politis, pekerja bergantung
pada perusahaan karena mereka tidak mampu mengadiakenstrasi atau tindakan

kolektif lainnya. Partai, kepolisian, maupun degaran personalia memiliki anggota
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yang disebar di antara para pekerja untuk mencégdbakan perlawanan sekecil
apapun. Manajer sendiri sebagian besar berpihak pagara yang memperkerjakan
mereka dibandingkan membela para pekerjanya. Speasanal, para pekerja sangat
bergantung pada manajernya untuk bisa membantikendedam memilih apartemen,
pindah divisi, mendapatkan cuti, izin berpergidh,(@ibowo, 2000 : 203-205). Atas
dasar-dasar itulah, negara melatldnwei bisa dengan mudah mengarahkan para
pekerja untuk melakukan apa yang negara inginkaik @alam proses produksi

pabrik maupun dalam aspek lain, seperti politik.

2.1.2 Per masalahan yang dihadapi

Penerapan model perusahaan yang sepenuhnya dikandaégara ternyata
menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam twsubapaan. Menurut Vob
dan Xia, permasalahan utama perusahaan negara didfRlah ketidakmampuan
perusahaan menghasilkan profit dan kurang efisepeyusahaan dalam berproduksi
(Vob dan Yi, 2004 : 6, pdf). Dalam menjalankan poproduksi, perusahaan selalu
menyesuaikannya dengan target yang diberikan petabri mereka akan
mengahasilkaoutputhanya sebanyak kewajibannya dan tidak mengindapiasip
ekonomi untuk menghasilkaoutput sebanyak-banyaknya dengan biaya sekecil-
kecilnya, seringkali pabrik-pabrik menghasilkanlaler banyak atau terlalu sedikit.
Kalaupun mereka tidak bisa memenuhi target penarintpemerintah akan
memberikan subsidi, sehingga tidak ada alasanpgzagi pekerja dan manajer untuk
mengkhawatirkan profit perusahaan karena kesegdrianereka pun sudah terjamin
tanpa harus bekerja ekstra. Dalam mencari SDM,spbeaan mengangkat pegawai
bukan demi kebutuhan perusahaan, namun atas diaedogi dan atas dasar kolusi
(Tang dan Ward 2003 : 37-38).

Tidak adanya dorongan giat bekerja bagi para pekdgn kepemilikan
tunggal perusahaan oleh negara menyebabkan hilangaya kompetisi antar
perusahaan dan menyebabkan perkembangan merekadim&afis. Pada akhirnya,
perusahaan negara di bawah sistem ekonomi komaetib banyak merugi dan

sebagai pemilik perusahaan milik negara, negarag ylaarus menanggungnya,
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sehingga pemerintah RRC berinisiatif untuk merefmimperusahaan mereka
bersamaan dengan dicanangkannya reformasi ekoraafaitphun 1978.

2.2 Perusahaan negar a setelah reformasi (1979-1987)

Di Rusia dan beberapa negara Eropa Timur yang peneajadi sekutu RRC,
reformasi perusahaan negara terjadi seperti revgéug) cepat dan keras. Biasanya
ditandai dengan privatisasi perusahaan secara-besaran, liberalisasi harga, dan
eliminasi fiskal defisit; yang seringkali menyebahkkekacauan ekonomi makro,
seperti angka pengangguran dan inflasi yang tifggb dan Yi, 2005 : 6, pdf).
Sebaliknya, di RRC, reformasi dilakukan secaradbenp dan tidak sekeras reformasi
di Eropa Timur-Rusia, RRC banyak belajar dari kedmy masa lalu dalam
mengimplementasikan sesuatu yang radikal, sepada pnasa Lompatan Jauh ke
Depan maupun Revolusi Kebudayaan dan melakukammea$ dengan lebih hati-
hati atau dengan istilah “menyebrang sungai denggnaba-raba batuhiozhe shitou
guo he (Tang dan Ward, 2003 : 39).

Pada bulan Desember 1978, dalam Sidang Pleno H¢jres Partai ke-11,
Deng Xiaoping mengumumkan dimulainya reformasi ekon Reformasi ekonomi
mencakup enam aspek, yaitu pertanian, reformagahaerbankan, perdagangan luar
negeri dan investasi, sektor ekonomi non-negana,rermasi perusahaan negara.
Sejak saat itu, RRC pun menerapkan beberapa tarbpikan dengan tujuan utama
membuat perusahaan negara efisien dan kompetitifioo, 2000 : 207).

Pada akhir tahun 1970-an, pemerintah RRC melakd&agkah pertama
untuk reformasi perusahaan negara, yaitu meningkaktemandirian perusahaan
dalam membuat keputusan sendiri, karena pemerimahganggap selama ini
manajemen perusahaan negara terlalu bergantungppada Reformasi dalam tubuh
perusahaan negara sendiri tidak memiliki maksudkubenar-benar menghilangkan
peran negara, namun untuk memperbaiki efisiendal@dmnya (Wei, 1998 : 17). Oleh
karena itu, dimulai pada tahun 1979, pemerintahaipisecara bertahap mulai
mengalihkan pengelolaan perusahaan ke tangan peateridaerah, walaupun

pemerintah pusat masih mengelola bidang-bidantegtsa seperti sumber energi dan
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telekomunikasi. Pada tahun 1983, desentralisasirsbdmpir selesai dan sebagian
besar perusahaan negara sudah berpindah tangamnkeriptah lokal. Namun,
perusahaan negara belum benar-benar menjadi paarsaisnis sejati, karena para
eksekutif perusahaan yang diangkat oleh pemeriltigl masih bertindak politis
demi memenuhi target pemerintah daripada bertired@nomis untuk kepentingan
perusahaan.

Pada tahun 1984, pemerintah secara bertahap mesabkidi untuk
perusahaan negara dengan tujuan agar mereka deysatiny secara kompetitif
dengan perusahaan swasta. Untuk maksud itu, pedaterpun mulai memberi
otonomi dalam pengambilan keputusan pada perusategara. Jika dulu manajer
selalu mendapat campur tangan dari pemerintah,atiehgk otonomi yang baru,
mereka dapat membuat beberapa keputusan sendki.otémomi itu meliputi :
membuat keputusan di bidang produksi, menetapkagahanemasarkan produk,
membeli bahan mentah, mengambil keputusan di bidawmgstasi, memutuskan
pemakaian kas perusahaan, melepaskan aset sesugandéuntutan produksi,
mengadakan kerjasama atau merjer, membentuk magrajerniadi, menetapkan gaji
dan bonus, menetapkan organisasi internal, menolaigutan liar, dan lain-lain
(Wibowo, 2000 : 209).

Selain desentralisasi dan otonomi perusahaan, peater RRC
memperkenalkan sistem bonus pada awal tahun 198Bistem ini ternyata dapat
memacu para karyawan dan manajer bekerja lebihuktibd Seperti yang sudah
dijelaskan di atas, pada masa sebelum reformdsrjpehanya mendapatkan insentif
moral berupa pujian atau piagam, namun pada maskalseeformasi, pekerja dan
manajer sudah diperbolehkan menerima insentif mahatberupa gaji atau bonus
sesuai dengan hasil kerja mereka. Tidak ada lagkiuean untuk dikatakan kapitalis,
para pekerja pun bisa menggunakan uang yang unéumkemuhi kebutuhan hidup.
Rasa puas terhadap terpenuhinya kebutuhan merekanenhgakibatkan mereka
bekerja lebih baik dan efektif untuk perusahaarparmereka bekerja.

Desentralisasi sudah diberlakukan, begitu juga aersgjstem bonus, namun

ternyata reformasi perusahaan negara tidak semedalmasi di bidang pertanian
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(Chow, 2002 : 49). Reformasi pertanian dapat dkakudengan perhitungan yang
lebih sederhana, contohnya cukup dengan peralatadasya seperti bajak, cangkul,
dan pupuk, sebuah area persawahan sudah dapablalik&@edangkan, untuk
mengelola sebuah perusahaan negara, selain mearerlakah, bangunan, dan
peralatan, sebuah perusahaan juga memerlukan meerajang terdiri dari manajer
dan beberapa pekerja. Menurut Chatalam tulisannya China’s Economic
Transformatiory, ada beberapa alasan mengapa reformasi perusahgaia rielak
selancar reformasi di bidang pertanian. Alasarapeatadalah alasan ideologi, dalam
sebuah negara sosialis seperti RRC, kontrol negasaperekonomian sangat penting,
termasuk kontrol atas perusahaan negara. Denganbenié&emn kepengelolaan
perusahaan negara pada pemerinntah daerah, nétglalatgi mengontrol secara
langsung dan hal itu berarti menyalahi jalur sasia¢. Oleh sebab itu, PKC pada
masa awal reformasi masih belum mersetui desesasalsepenuhnya. Alasan kedua
adalah alasan politik, para birokrat tidak mengikghn kekuasaan mereka berkurang
dengan membiarkan perusahaan beroperasi secangemtidm. Contohnya adalah
menteri ekonomi menginginkan perusahaan negarg teteada di bawah kendali
mereka, sedangkan Biro Material dan Suplai mengksgi untuk tetap
mengendalikan distribusi material. Desentralisasiyla akan membuat kementerian
maupun biro-biro pemerintah kehilangan sumber pesmda (Chow, 2002 : 49).
Sehingga, bagaimanapun caranya, pihak yang beriegan akan mempertahankan
ketergantungan perusahaan negara kepada merekggdagkhirnya menghambat
proses desentralisasi. Alasan ketiga adalah alekamomi, perusahaan-perusahaan
besar hampir selalu bergantung pada pabrik tertemiwk memberi suplai peralatan
dan material. Bila sebelumnya pemerintah sudah tapkan harga suplai, dengan
reformasi, pabrik penyedia suplai dapat mengubaahdemi efisiensi pabrik dan
menyebabkan sistem harga dan distribusi berubalis&®an-perusahaan besar lah
yang pada akhirnya akan mengalami kerugian karengphan tersebut.

Pada akhir 1980-an, demi mengatasi permasalahamapalahan di atas,
pemerintah RRC mengambil suatu langkah yang didég@at meningkatkan kinerja

perusahaan negara, yaitu : penerapan “sistem taggywab” Contract
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Responsibility System/ chéaglzhi) yang sudah lebih dulu diterapkan dalam bidang
pertanian.

2.3 Sistem Tanggungjawab

Prinsip dasar sistem tanggungjawab adalah “menatapkeuntungan
minimum perusahaan negara yang dibayarkan padaripean@ dan “untuk tetap
memperoleh keuntungan, tetapi tetap bertanggungjaweembayar sejumlah
keuntungan tetap pada negara, sekalipun perusamegara tidak menghasilkan
keuntungan yang memuaskan.” (Liu dan Schipani, 00iha memiliki beberapa
macam nama untuk “sistem tanggungjawab”, sepeadntfiak untung-rugi”, “sistem
tanggungjawab manajemen perusahaan”, “sistem taggmuab asset”, “kontrak
sewa-menyewa”, dil. (Wei, 1998 . 17, pdf). Sistenontkak atau sistem
tanggungjawab diterapkan dalam skala nasional sKmkite Sentral PKC dan
Dewan Negara menyetujui penggunaan model ini dglarasahaan negara di RRC
mulai April 1987 sampai sekitar tahun 1993. Pihakig terikat dalam kontrak ini
adalah agen pemerintah dan perusahaan negara weaglidoleh manajer masing-
masing. Manajer dipilih dalam kompetisi yang kedan dia yang secara hukum
berhak  merepresentasikan perusahaannya, sekaligusnilikn  kewajiban
bertanggungjawab atas kinerja perusahaannya.

Pada masa itu, kontrak pada umumnya berlaku a8tdrtahun, perincian di
dalamnya bervariasi sesuai dengan keadaan perusaizasang-masing. Menurut Wei,
dalam tulisannyaChina’s SOE Reform : A Corporate Governance Peltspeicada
beberapa bentuk kontrak yang lazim ditemui antama 1 (1) kontrak pembayaran
keuntungan meningkastiangjiio lirun dizng hiogan), yaitu kontrak berdasarkan

pembayaran keuntungan dan taksiran kenaikan kegemur2) kontrak pembayaran

" Sejak tahun 1950-an, Cina menerapkan bentuk pentakolektif di seluruh pedesaan. Sawah
diberikan kepada negara dan dikerjakan bersama;saamaun hal tersebut gagal untuk menaikkan
produktivitas dan menyebabkan petani sangat méad®ada tahun 1978, di desa Fengyang, Provinsi
Anhui, para petani dengan izin aparat setempatkukéan pembagian sawah untuk individu-individu,
mengolahnya sendiri-sendiri, lalu memberi sebagasilnya untuk daerah dan sebagian lagi mereka
simpan sendiri. Perbuatan yang dilarang terselinyata memberi hasil yang jauh lebih efektif dan
memberi kemakmuran pada petani, sehingga akhiriga @enerapkan sistem tersebut ke seluruh
wilayah di Cina.

Perusahaan negara..., Wida Kristiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



17

keuntungan tetagslangjiio lirun dingé Bogan), yaitu kontrak yang memungkinkan
perusahaan mendapatkan keuntungan setelah mentargétiyang sudah ditetapkan
sebelumnya; (3) kontrak pembayaran keuntungan atepgmbagian keuntungan
(shangjiio lirun jishu @ogan, chade fenchéng); (4) kontrak penurunan kerugian
untuk perusahaan yang merugughun dyi jian ku / batie baogan); (5) kontrak
tanggungjawab manajemen perusahagw (ingying zérenzhi yaitu kontrak yang
dibuat berdasarkan total keuntungan dan taksiratumpbuhan keuntungan; (6)
kontrak tanggungjawab aseftidhin jingying zérenzhi yaitu kontrak yang dibuat
dengan tujuan utama menjaga dan mempertinggi aset; dan lain-lain. Semua
kontrak di atas memuat keterangan mengenai targeintungan dan pajak,
pemanfaatan profit, pembayaran utang, aset, ingvaduk dan teknologi, perbaikan
kualitas produk, dan peringkat perusahaan. Namuwla peiakteknya, hanya target
pencapaian profit yang bisa dicapai, selain itlhakgakan kontrak di atas hanya
berbeda nama, namun memiliki isi kontrak yang hasgriagam (Wei, 1998 : 18).

Dalam hukum di RRC, peraturan mengenai penerapens kontrak ini
disahkan lewat UU Perusahaan Milik Negar@tafe-owned Enterprises Law
Zhonghua Rénmin Gonghéguquanmin swyosuzhi giyet:) tahun 1988. UU
Perusahaan Milik Negara tersebut berbunyi :

A T A R, AR AR £ L B 1 SR B T A 2 A B A lx
HExRTHREESHENM™ F4 584G 08 MKX LS.
ol K R IE N B, DU T IR M R R F ST
AR BURF AT TR E T LCRBURE., M SE 82 seEdil g,

]

o

Terjemahan :

Properti dari perusahaan dimiliki oleh seluruh mkysama artinya dengan “Negara”), dan akan
dioperasikan dan dikelola oleh perusahaan dengaisasi Negara sejalan dengan prinsip pemisahan
antara kepemilikan dan otoritas pengelolaan. Peazsamemiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
dan menjual —sesuai dengan hukum- properti menekag sudah diotorisasikan oleh Negara untuk
dioperasikan dan dikelola. Perusahaan memberlakstigins subjek hukum sesuai dengan hukum dan
memikul tanggung jawab terhadap properti yang dib&risasi oleh Negara untuk dioperasikan dan
dikendalikan. Sesuai dengan keputusan dari agenengah, perusahan diperbolehkan untuk
menyetujui kontrak, penyewaaan atau bentuk lainrdanajerial sistem tanggungjawab.

Sumber : http://zhidao.baidu.com/question/7743483A2r=qrl
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Selain melegalkan sistem tanggungjawab seperti yarglis pada baris
terakhir, UU di atas juga mengindikasikan adanyekgmabangan otonomi dalam
perusahaan negara di RRC. Walaupun masih ada caergan pemerintah, namun
sudah ada usaha untuk memberi kemandirian padasgteran untuk mengatur
properti mereka sendiri. UU Perusahaan Negara tdf988 memuat pengaturan
mengenai hak dan kewajiban dewan perusahaan. Daladel transisional itu,
manajer memiliki tanggungjawab menyeluruh atas feamen perusahaan, dengan
posisi direktur perusahaan sebagai sentral dalaosaleaan. Peraturan tersebut juga
memberikan syarat pada perusahaan-perusahaan naegata membentuk suatu
komite manajemen atau badan konsultasi untuk metmbdirektur membuat
keputusan penting.

Dalam hal struktur perusahaan, UU Perusahaan Negjama 1988 memberi
suatu posisi baru dalam struktur perusahaan yalak tada di perusahaan negara
manapun di negara lain, yaitu posisi “sekretarigaPayang merupakan representasi
dari Partai Komunis Cina (Schipani dan Liu, 2002, pdf). Tugas sekretaris partai
adalah mengawasi jalannya perusahaan agar tida&nbmrgan dengan ketentuan
negara maupun partai. Selain posisi sekretarisaipaperaturan baru itu juga
memberikan hak pada perusahaan untuk mempraktekicamajemen demokratis
lewat kongres pegawai dan bentuk organisasi intepemusahaan lainnya.
Menyangkut hak para pegawai, hukum ini memungkinki@mentuknya serikat
pekerja maupun bentuk organisasi demokrasi laigiayamengizinkan para pegawai
perusahaan untuk mengorganisasikan atau berppasidi dalamnya.

Dalam masa penerapan sistem tanggungjawab, RRCi maagambil
keputusan yang “keras” demi mengurangi kerugigpetiusahaan-perusahaan negara
yang sudah dialami selama puluhan tahun. Pada takhin 1986, sebuah perusahaan
negara di Shenyang yang memproduksi perlengkapatemdinyatakan bangkrut,
perusahaan tersebut menjadi perusahaan negarangetiaRRC yang “diizinkan”
bangkrut. Kebangkrutan sebuah perusahaan negaedbt¢memberikan pemahaman
baru pada rakyat RRC bahwa pada masa penerap@&m siahggungjawab itu,

perusahaan negara bukan lagi perusahaan yang séyaeliti pada masa sebelum
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reformasi (Lu, 2002 : 4-5). Pada masa yang sama, peémerintah RRC untuk
pertama kalinya mengizinkan perusahaan negara mménkecat buruh sesuai dengan
kebutuhan perusahaan, keputusan tersebut disah&lm dKeputusan Menteri
Perburuhan dan Personalia tahun 1983.

Pada saat sistem tanggungjawab diterapkan, pearsalegara menghasilkan
keuntungan yang terus meningkat sampai pada ta@88. Pada awalnya, mereka
meraih keuntungan sebesar 24% pada tahun 1980 elgjadn63% pada tahun 1989.

Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan penatgh tersebut.

Gambar 2.2 : Grafik Keuntungan Perusahaan Negara Tahun 1980-1989
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Sumber : Groves, dkk.,1994.

Penerapan sistem tanggungjawab secara teori tam@akuntuk perusahaan
negara di RRC, pelaksanaannya tidak kapitalis nareiap menguntungkan.
Walaupun begitu, ternyata penerapan sistem ituhmgagal untuk menghasilkan
keuntungan maksimal dalam perusahaan negara. Giladintungan di atas
merupakan keberhasilan jangka pendek, dan dikatateh Wei kalau hanya
sebagian kecil keuntungan yang disimpan untuk péasn, sebagian besar yang lain
masuk ke kantong manajer dan agen pemerintah yarsgrigkokol dengan mereka

(1998 : 20, pdf)Liu dan Schipani dalam tulisan mereka yang beltjti@orporate
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Governance in China : Then and Nownengemukakan beberapa alasan mengapa
model kontrak ini pada akhirnya tidak berhasil, ypertama adalah kesulitan dalam
menentukan jumlah yang harus dibayarkan perusahegara pada negara; kedua,
walaupun memang perusahaan negara mampu menghapi&fit, namun tidak
mampu untuk membayar jumlah yang ditetapkan pemag¢risaat mereka mengalami
kerugian; alasan terakhir adalah terlalu kecilnyaritungan yang bisa disimpan
untuk tujuan pengembangan perusahaan (Liu dan &uh002 : 2, pdf).

Wei dalam tulisannya China’s SOE Reform : A Corporate Governance
Perspective” memiliki -asumsi lain yang menjadi penyebab kegagabkistem
tanggungjawab. Absennya negara sebagai pemilikspkaan di perusahaan tersebut
dengan hanya perwakilan biro pemerintah, dan t@sbgt ruang pengaturan manajer,
menyebabkan masalah manajemen yang cukup rumibkrir yang menjadi
pengawas, karena tidak mendapatkan insentif yakgpceebagai pengawas, malah
melakukan kecurangan bersama dengan manajer. Merekdoeri laporan keuangan
palsu kepada negara, dan mengalihkan keuntungapumaasset negara ke tangan
mereka sendiri (Wei, 1998 : 22, pdf). Lebih jaudi l&ekurangan-kekurangan di atas
pada akhirnya menyebabkan sistem ini menjadi pglu&gorupsi dan lahan
oportunistis antara manajemen perusahaan dan piaderintah dilihat dari tidak
seimbangnya mekanisme kontrol perusahaan dan seannya informasi antara
satu pihak dengan pihak lainnya (Chen dan Stra®@@4 : 155). Melihat kurang
berhasilnya sistem kontrak atau sistem tanggundjawamerintah mulai melihat
bentuk perusahaan moderen di luar negeri untukagitan dalam perusahaan negara

mereka.

2.4 Perusahaan negara di masa moder en (1993-sekar ang)

Sejak Deng Xiaoping mulai memperkenalkan “sisteronekni pasar sosialis
(shéhui ztiyi shichking jingji)” di RRC pada tahun 1992, salah satu tujuan redsim
perusahaan negara adalah membangun sebuah sistesah@@n yang moderen
untuk sebagian besar perusahaan negara berskaladagsberskala menengah (Liu

dan Schipani, 2002 : 5, pdf). Dalam masa tersgdmitjsahaan negara di Cina mulai
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bertransformasi menjadi perusahaan moderen seperthegara-negara Barat.
Masuknya perusahaan negara dalam era moderen aitaewgan disahkannya UU
Korporasi tahun 1993, dan sebagai tambahannyahatldlaSekuritas tahun 1998.
UU Korporasi menegaskan pemisahan antara kepemillikem kepengelolaan serta
memperkenalkan sistem perusahaan negara yang isepaassr, yang disebut oleh
para ahli Barat sebagai “reformasi hak milik”. Refasi hak milik dapat dibedakan
menjadi dua yaitu : hak penerimaan dan hak peragaiolHak penerimaan berarti
memiliki hak untuk memakai benda-benda atau jasa-jantuk menghasilkan
pemasukan berupa uang atau benda atau jasa; hg&lgean adalah kewenangan
untuk menggunakan barang atau jasa dalam prodBksiness and Socigt2000,
vol 39 : 49-75). Reformasi itu juga diartikan sediagembentukan sebuah ‘sistem
perusahaan moderen’ yang kepemilikan dan hak pemasa dipisahkan dengan
mengubah perusahaan menjadi sebuah “organisasi! i&mg independen dalam
bentuk korporasidorporation) (Tubilewics, 2006 : 58). Reformasi tersebut mdnja
salah satu cara untuk memisahkan pemerintah darsg@aan-perusahaannya,
sehingga perusahaan tidak lagi bergantung padarpeate namun bertindak secara
independen sesuai dengan pasar.

UU Korporasi sebagai landasan perusahaan modered gRtama Kkal
disahkan pada Desember 1993 walaupun baru beradarss efektif pada Juli 1994
(Tokley, 1995 . 5, pdf). Beberapa hal yang diatatach UU Korporasi adalah
kebijakan sosialis, jenis korporasi, dan struktarpkrasi. Kebijakan sosialis yang
pembahasannya diatur dalam UU Korporasi dengas jakxefleksikan basis politik
yang tetap harus dipertahankan dalam penerapan @fpokasi. Kebijakan sosialis
yang dimaksud antara lain adalah perlindungan dambprian fasilitas terhadap
pegawai dan buruh, yang mencakup gaji, uang kesegn, dan organisasi untuk
bernaungnya para pekerja. Sedangkan, mengenakjapisrasi, UU Korporasi tahun
1993 hanya melegalkan dua bentuk korporasi, yaersero Terbatagduxian zéren
gongs), dan Persero Terbukayféen ywuxian gngs). Persero Terbatas dibagi
menjadi beberapa bentuk, sesuai dengan kepemilikéatu : Persero Terbatas Milik

Negara dan Persero Terbatas Milik Asing. Perserbalas Milik Negara sepenuhnya
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milik negara, sedangkan Persero Terbatas Milik dsiibagi dalam beberapa bentuk,
yaitu Perusahaan Milik Asing, Perusahaan BersameC-RRak Asing, dan
Perusahaan Kontrak RRC-pihak Asing. Sedangkan feererbuka tidak terbagi
berdasarkan kepemilikan, namun dikategorikan bardas terdaftar atau tidaknya
perusahaan dalam bursa saham (Liu and Schiparf,:200odf).

Mengenai struktur perusahaan, UU Korporasi tah@831mengharuskan
sebuah korporasi memiliki tiga badan utama, yait{l): pemegang saham, yang
bertindak sebagai badan dalam rapat umum, (2) dedi@ksi, dan (3) dewan
pengawas. Selain itu, UU Korporasi juga menghamndaiap perusahaan memiliki
manajer yang bertanggungjawab kepada dewan direllgas utama mereka adalah
mengontrol produksi, pengoperasian, dan manajereemsphaan. Sebagai catatan,
manajer selalu diwajibkan untuk menghadiri rapawate direksi, namun mereka
tidak memilik hak suara dalam rapat tersebut, kedadmereka adalah untuk
memberikan keterangan mengenai keadaan perusahaan,

Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan,akarereka memiliki
saham dalam perusahaan, oleh sebab itu pemegamm $&nada di puncak struktur
perusahaan. Rapat umum pemegang saham memegangrppadiing penting dalam
perusahaan, tugas dan wewenang mereka adalah ntekduatusan berkaitan
dengan rencana bisnis dan investasi perusahaanjlimetan mengganti dewan
direksi, termasuk memutuskan besarnya pendapataanddireksi; memeriksa dan
menyetujui laporan dari dewan direksi dan dewangpems; memeriksa dan
menyetujui rencana anggaran pajak dan keuangan;ernksa dan menyetujui
distribusi profit perusahaan; memutuskan penjualaham perusahaan; membuat
keputusan menyangkut merjer, pembubaran, maupuiddigi perusahaan. Tugas dari
dewan direksi, dewan pengawas, dan para manajakusg@elaksana operasional
menurut UU Korporasi pasal 59-62 adalah : (1) “rkekan yang terbaik bagi
perusahaan”, yang artinya para direktur dan peagdwrus memilih kebijakan dan
tindakan demi keuntungan perusahaan; (2) "tidakggenakan dana perusahaan
untuk tujuan pribadi”; (3) “tidak melakukan sesughng bisa menimbulkan konflik

intern perusahaan”, pasal tersebut berarti paektdir dan manajer dilarang untuk
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melakukan bisnis yang sama dengan perusahaan. Ssgndapatan yang didapat
dari aktivitas terkait menjadi milik perusahaanrdBtur dan manajer pun dilarang
melakukan kontrak atau transaksi dengan perusahaapa persetujuan rapat
pemegang saham; dan (4) menjaga kerahasiaan paans@rokley, 1995 : 8-9, pdf).
UU Korporasi memberikan otonomi lebih luas dibagéen dengan UU
Perusahaan Milik Negara tahun 1988, karena bentakusphaan Kkorporasi
memberikan hak pengelolaan penuh pada para peagptslsahaan. Pernyataan

tersebut ditegaskan dalam UU Korporasi bab 1 fasang berbunyi :

NAEEZEWEET, @RT Wk A BALUVE -2, Dkmairdai. 578k
7RIS = R BN F A

Terjemahan : “Di bawah kontrol makro dan regulasighfa, perusahaan memiliki otonomi dalam
mengorganisasi proses produksi di bawah permirpaaar, untuk meningkattkan efisiensi ekonomi,
produktivitas buruh, mencapai target untuk menana@chmelindungi aset perusahaan”

Dengan landasan di atas, manajer memiliki otonoemup atas perusahaan
mereka, yang tidak dicampuri oleh pemilik perusahaalam hal ini adalah negara.

Peningkatan otonomi perusahaan dapat dilinat dbeil i bawah ini

Tabel 2.2 : Realisasi Otonomi Perusahaan

Hak Pengambilan Keputusan 1993 1994 1995
) (%) (%)

Produksi 88.7 94.0 97.3
Harga 75.9 73.6 854
Penjualan 88.5 90.5 959
Penyimpanan 90.9 95.0 97.8
Export/import 15.3 258 413
Investasi 38.9 612 728
Penggunaan dana 63.7 73.8 88.3
Pembagian asset 29.4 46.6 68.2
Joindanmerger 23.3 39.7 597
Pengambilan dan pemecatan 43.5 61.0 74.8
pegawai
Personalia 53.7 73.3 748
Gaji dan bonus 70.2 86.0 931
Bentuk organisasi intern 79.3 90.5 944
Penolakan pembagian 7.0 10.3 17.4
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Sumber China Entrepreneur Survey Systahun 1996, telah diolah kembali

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 199351terdapat peningkatan
kewenangan yang cukup besar dalam pengambilan usgput menyangkut
kepentingan perusahaan. Rata-rata peningkatarbterseencapai 10% per tahun,
bahkan untuk investasi, peningkatan kewenangarspleaan mencapai 40% dalam
dua tahun. Dengan otonomi yang lebih luas terseberysahaan dapat berjalan
mandiri tanpa campur tangan birokrasi, sehinggaigadraan bisa bersaing secara

kompetitif dan meraih keuntungan yang maksimal.
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BAB 111
PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA RRC

Sejak berdirinya RRC sampai pada masa moderensgiean negara terus
mengalami perubahan dengan harapan menjadi lebih Bada masa moderen,
perusahaan negara RRC mulai berubah bentuk mgmgadsahaan moderen seperti
perusahaan yang ada di Barat, yaitu dalam benttgokasi. Bahkan sesudah menjadi
korporasi, perusahaan negara tidak berhenti berkegibPemerintah RRC dan
perusahaan negara sendiri tetap melakukan pemHpsnmabahan yang sekirannya
dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Pengkorporagierusahaan negara
sebenarnya merupakan satu bagian dari sebuah amdsdonomi yang lebih besar,
yang disebut privatisasi atau swastanisasi. Sebs@gaiah negara sosialis, RRC
ternyata melakukan privatisasi pada perusahaarsg@eaan negaranya, meskipun
bertentangan dengan paham polittk yang dianut. Besgea RRC melakukan
privatisasi akan dibahas lebih lanjut pada subldlpab di bawah ini.

3.1 Pengertian Privatisasi

Bersamaan dengan muncuinya ideologi kapitalBadat pada akhir 1970-an,
privatisasi mulai dikenal dunia. Lalu sejak runtydriJni Soviet di awal 1990-an,
dimulailah serangkaian privatisasi besar-besaranedara-negara sosialis-komunis.
Privatisasi selalu memberi efek yang lebih besalapzegara sosialis dibandingkan
pada negara kapitalis. Mengapa dikatakan demili@m@na privatisasi bertentangan
dengan sistem ekonomi sosialis yang terpusat, yargjadikan negara sebagai
pengendali utama. Menjalankan privatisasi beraingubah landasan ekonomi
tersebut dan menyerahkan pengelolaan pada sektat. pr

Sebenarnya, apakah yang disebut privatisasi? Memennis So Wai Yip
dalam tulisannyaPrivatisatior?, privatisasi dalam arti sempit berarti penjuaéau
pengalihan aset negara atau aset publik kepad& @hvasta atau pihak non-
pemerintah. Cara yang dilakukan bisa dengan peifdisian kupon atau voucher

dalam nominal tertentu. Cara lain adalah penjupkmsahaan pada manajemen dan

Perusahaan negara..., Wida Kritiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



26

pegawainya, yang biasanya dilakukan oleh perusahagara dalam skala kecil
disebut juga dengamanagement-employee buya@iaujinglicéng rongz shougou
zhongz (MEBO). Meminjam istilah Ners dalam tulisanny®&rivatisation (from
Above or Below or Mass Privatisation) Versus Generivate Enterprise Buildirig
privatisasi model ini yang langsung dilakukan paé&tor negara disebut sebagai
“privatisasi dari atas”. Sedangkan, Katsuji Nakagdalam tulisannyaSOE reform
and Privatization in China, A Note on Several Thtioal and Empirical Issués
menyebut privatisasi tersebut dengan nama “priasitimikro” (Nakagane, 2000 : 13).
Dalam arti yang lebih luas, privatisasi berartieceara yang dilakukan dengan
tujuan mengurangi “wilayah kekuasaan” negara, datukumemperkuat pengaruh
pasar dalam kebijakan sektor publik. Privatisasidehoini tidak memerlukan
pengalihan aset negara, namun bisa dilakukan derggam-cara seperti (1)
menghilangkan monopoli negara, (2) mengurangi hatatalam aktivitas sektor
privat, dan (3) mengizinkan masuknya lebih banyakugahaan-perusahaan swasta
dalam sektor publik (Tubilewics, 2006 : 51). Sataimtoh tindakan yang dilakukan
untuk menerapkan metode di atas misalnya adalaadememberikan lisensi atas
perusahaan telekomunikasi swasta untuk menguraogopoli telekomunikasi oleh
negara, mengizinkan sektor asing untuk mengelalasportasi, mengizinkan lebih
banyak perusahaan swasta beroperasi, dan lainfmfam kasus negara bekas
komunis, meningkatnya kuantitas perusahaan swaskahsmerupakan bentuk dari
privatisasi, dan kembali meminjam istilah Nersyatisasi seperti ini disebut dengan

“privatisasi dari bawah”.

3.2 Perjalanan menuju privatisas

Bagaimana RRC melakukan privatisasi? Pada saaita Ruemprivatisasi
11.000 perusahaan negaranya pada tahun 1992-1B®#uldoleh Polandia pada
tahun 1995, Republik Czechna pada tahun 1996 (Bkiril998 : 34), dan negara
sosialis lainnya pada tahun-tahun berikutnya, RREapt menolak mengakui
melakukan privatisasi. Namun, pada kenyataannyaC R&tidah dan sedang

melakukan hal tersebut sejak awal 1990-an. Kepnotusduk menjalankan sistem
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perusahaan moderen yang dikuatkan dengan penetdpaikorporasi tahun 1993
sudah merupakan suatu pertanda dilakukannya masatdi RRC. Sedangkan untuk
tetap mempertahankan sosialisme mereka pada sagiraidekkan privatisasi, RRC
tidak menggunakan istilah ‘privatisasisifouhug, namun menggunakan istilah
‘denasionalisasi’ féigudyuhua atau minyinghuqa RRC pun tidak melakukan
penjualan atau pengalihan perusahaan negara kepadlsahaan swasta yang tidak
memiliki status subjek hukufn namun RRC melakukan penjualan saham secara
terbatas dan memasukkan perusahaannya pada blasa. sisu tentang “pembagian
saham perusahaan negara” sebenarnya sudah dilkelualéh para ekonom di luar
RRC sebagai alternatif sejak tahun 1984. Merekadoensi, bila negara hanya
menjadi pemegang saham dan benar-benar terpisatedalator di lapangan, maka
permasalahan manajerial perusahaan yang selalualbepolitik akan dapat
diselesaikan, perusahaan negara dan para manajehgmnya akan berkonsentrasi

untuk meningkatkan kinerja mereka.

3.2.1Tahap | : Privatisas di pedesaan

Privatisasi pada awalnya tidak terencana dan bu&gadi pertama kali
dalam tubuh perusahaan negara. Reformasi yangdidakiskan oleh pusat tersebut
terjadi di daerah pedesaan, yang benih-benihnyainampak saat sistem kontrak
dilaksanakan. Reformasi di pedesaan tersebut mepdada bagian besar, yaitu :
dekomunesasi lahan dan pertanian; perusahaan kehugan pedesaaamaownship
Village Enterprises-TVE- atauxiangzhéngye); dan ekonomi swasta (Tubilewics,
2006 : 54). Privatisasi di daerah pedesaan mendagbanggaran dari pemerintah,
karena pemerintah melihat hasil yang positif dadakan tersebut. Untuk mengantar
pada pemahaman mengenai privatisasi perusahaamaneg@an lebih baik untuk
mengetahui awal mula privatisasi di pedesaan yanguklian menjalar ke pusat.

Sistem tanggungjawab atau sistem kontrak diterapkalai tahun 1980-an

setelah kegagalan kolektivisasi dan komunesasi yhtegapkan di pedesaan RRC

8 Subjek hukumataulegal personadalah sebuah kesatuan hukum yang memiliki hakkeamjiban
hukum. Subjek hukum bisa berupa individu atau keloknbesar. Perusahaan pun dapat menjadi
subjek hukum.
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pada pertengahan 1950-an. Bagaimana sistem kodapét dilaksanakan adalah
karena inisiatif para petani itu sendiri. Para peyang menyerahkan semua properti
mereka kepada komune tidak diperkenankan untuk atengencana pertanian,
semua sudah diputuskan pusat dan harus dijalankdnkomune. Hasil pertanian

dikirrm ke kota untuk memenuhi kebutuhan panganngiarang di perkotaan,

padahal seringkali kebutuhan pangan mereka beltpartehi. Akhirnya, para petani

berinisiatif untuk membubarkan komune dan menawarkiatem kontrak sebagai
alternatif.

Dalam “privatisasi’ pertanian ini, petani tidak tsemerta memiliki lahannya
kembali, namun memiliki otonomi penuh dalam menigelahan yang masih milik
desa tersebut. Pada mulanya, lahan dikontrakkaadikepetani selama tiga tahun,
lalu diperpanjang menjadi 15 tahun, dan akhirnygetianjang menjadi 30 tahun.
Dalam sistem kontrak, setiap rumah tangga yang mresgsatu lahan diharuskan
menanam sejumlah tanaman, seperti gandum, katunmenjualnya pada negara
dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah mdsannieéwajiban tersebut, petani
berhak menanam apa saja dan menjualnya ke’pasar

Bersamaan dengan dekomunesasi pertanian, penkahetupan dengan cara
individu diizinkan. Salah satu contoh bentuk swaktpedesaan adalajethu, yang
diperbolehkan untuk memperkerjakan kurang dari péelapegawaf. Pada masa
Mao, gethu diizinkan untuk beroperasi, namun dengan jumlahgysangat kecil,
kebijakan mengenai diperbolenkannya memperkerjgegawai masih belum ada,
karena hal tersebut mengimplikasikan ‘eksploitashadap yang lain’ (Tubilewics,
2006 : 55). Walaupun pada prakteknya banyak yanignggar kebijakan delapan
pegawai, namun negara tidak menekan perusahaara sWapedesaaan, karena
dianggap terlalu kecil dan tidak akan menggangghilgs negara. Sejak diizinkan,
géthu meningkat tajam dari sekitar 160.000 unit padanat®i78 menjadi tujuh juta
unit pada tahun 1984.

° Pada tahun 2001 sistem tanggungjawab perusahiaapudkan, dan pada tahun 2004 sistem kontrak
dalam pertanian dihapuskan di seluruh Cina.

19 Kebijakan tersebut dikuatkan oleh Kebijakan Resjudalam Bisnis Individual non-Pertanian yang
dikeluarkan tahun 1984.
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Seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat ped&agena keberhasilan
sistem kontrak, muncul pula “perusahaan kabupaten pbdesaan” atatownship
village enterprise§TVE) atauxiangzhengye yang merupakan hasil perubahan nama
“komune dan brigade” yang digunakan pada masa teieksi. Sebelum tahun 1984,
industri pedesaan tersebut hanya diizinkan untukngimasilkan barang-barang
pertanian dan beberapa material yang dipesan elgdra, namun setelah tahun 1984,
sudah mulai diiziinkan untuk menghasilkan berbagacam material mentah untuk
suplai perkotaan. Perusahaan kabupaten dan pedesaaapakan perusahaan milik
publik dan dioperasikan tanpa campur tangan negatgpun para birokrat di daerah
tersebut.

3.2.2Tahap Il : Privatisas di kota

Perkembangan usaha swasta di pedesaan pada akhenjalar ke perkotaan.
Di perkotaan pada awal tahun 1980-gaghu masih menjadi anak bawang, dalam
artian belum banyak penduduk kota yang melirik adainsebut, karena status sosial
mereka yang aman sebagai pegawai perusahaan nédanapoli yang masih
berlaku di perkotaan menyebabkggthu pun masih terbatas pada usaha-usaha
seperti jasa perbaikan, jasa pertukangan, fotggratering dll (Tubilewics, 2006 :
56). Namun,gethu ternyata dapat menjadi solusi yang baik untuk meneng
surplus pekerja —pemuda maupun pensiunan- yang [aeng dari pedesadh
sehingga perlahan namun pasti usaha swasta tetsskembang pula di perkotaan.

Perkembangan usaha swasta ternyata semakin besar mgémberikan
sumbangan yang tidak kecil untuk perekonomian nasi®RRC, sehingga pada
Kongres Nasional ke-13, Oktober 1987, Partai sefoeinaal mengesahkan eksistensi
usaha dan perusahaan swasta. Dalam amandemen geftamstitusi Republik
Rakyat Cina Zhonghua Rénmin Gonghégudé Xi@nfpada tahun 1988, ekonomi
swasta dilegalisasikan, yang tertulis seperti diddaini :

» pada masa Revolusi Kebuadayaan (1966-1976), pueagirimkan orang-orang perkotaan ke
pedesaan untuk ‘magang’ di desa dan belajar deaipetani yang dianggap sebagai kekuatan revolusi
Cina.
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“ [ K SCVFALE L TR RLUE VS WAFER R JiE . AN 2 5F AL & 1 XA A lZ:
DEIh AR . ER R R E LTS ERRFIR &, WAEST ST S R

Terjemahan : “Negara mengizinkan sektor ekononaisssvuntuk ada dan berkembang sesuai
hukum. Sektor swasta merupakan pelengkap ekonasizliso(RRC). Negara melindungi hak hukum
dan hak untuk memperoleh keuntungan, serta menareribimbingan, pengawasan, dan kontrol
terhadap sektor ekonomi swasta

Pernyataan di atas selain memberikan legalisasirhysada sektor ekonomi
swasta, juga memberi tambahan kalau sektor tersedutpakankh 7 (biichong) atau
pelengkap dalam ekonomi sosialis Cina, dan penadrintetap melakukan

pengawasan terhadap sektor tersebut demi menjagdisne RRE

3.3 Privatisasi perusahaan negara

Di tingkat pusat, privatisasi sebenarnya bukartaea dari pemerintah pusat
sendiri, bagaimana privatisasi perusahaan negaa lierlangsung di RRC, pada
mulanya merupakan suatu tindakan spontan dari @eagrerusahaan negara lokal
dan pemerintah lokal. Mengapa pemerintah lokal meardy privatisasi? Sejak diberi
kewajiban untuk mengelola sendiri perekonomian glanmisahaan negara di wilayah
mereka dengan dana terbatas dari pusat, merekas hamncari cara untuk
mendapatkan dana sendiri. Privatisasi merupaka saltu strategi yang jitu untuk
itu. Pemerintah lokal tidak saja dapat menghemggaman untuk memberi subsidi
pada perusahaan yang merugi namun juga bisa mekdagambahan dana dengan
menjualnya. Salah satu provinsi yang pertama mgtakprivatisasi adalah Shenzhen
pada tahun 1986. Regulasi yang dikeluarkan penaériBhenzhen memungkinkan
otonomi manajemen perusahaan mendapat intervensimali dari pemerintah.
Mereka mendapatkan dana dengan menjual aset paamsdhlam bentuk saham dan
mengubah perusahaan negara menjadi sebuah Peesbukd. Walaupun pada tahun

1992 kegiatan tersebut dihentikan oleh pusat kasdasan ideologi (Tubilewics,

12 pada tahun yang sama, Komite Negara mengelutidaBementara Regulasi Perusahaan Swasta,
yang membagi perusahaan swasta menjadi tiga @itel, (1) perusahaan sepenuhnya milik swasta, (2)
partnership dan (3)limited liability atauysuxian zérén jian

Perusahaan negara..., Wida Kristiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



31

2006 : 90), hal tersebut menunjukkan inisiatif pentah lokal yang besar dalam
melakukian privatisasi demi perbaikan kinerja pahasn negara mereka.

Di tingkat nasional, dimulainya privatisasi bersam dengan berakhirnya
perjalanan Deng ke selatan pada tahun 1992. Demgberikan sebuah pengertian
baru mengenai ekonomi sosialis yang bisa beririrdgmgan ekonomi pasar, maka
pada Kongres Partai Nasional ké¥#artai mengumumkan sebuah “sistem ekonomi
pasar sosialis”ghehui zlyi shicking jingji ). Reformasi perusahaan negara yang
berubah bentuk dari sistem tanggungjawab atausistetrak menjadi reformasi hak
milik (property righ) pun segera dilakukan. Penetapan UU Korporasintel993
seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumegguatkan posisi perusahaan
negara untuk bertransformasi menjadi korporasi.

Pada tahun 1995, dengan kebijakan “mengambil yasgrbdan melepaskan
yang kecil” ghuzda fangxiio), negara hanya memilih kurang lebih seribu peragah
negara berskala besar untuk direstrukturisasi mégjara, sisanya, perusahaan negara
yang bermasalah diizinkan untuk dijual, disewakatau bangkrut. Kebijakan
tersebut ternyata berjalan dengan lancar dan ceglingga pada awal tahun 1997,
lebih dari 70% perusahaan negara di provinsi LiagnShandong, Guandong dan
Fujian sudah diprivatisasi (Tubilewics, 2006 : @8ahkan di beberapa propinsi yang
kaya, sudah tidak ada lagi perusahaan yang 100% mggara, dan beberapa
pemerintah daerah menyatakan kalau di masa degeai akan ada lagi perusahaan
negara dalam skala kecil.

Pada Kongres Partai Nasional ke 15, tahun 1997g Jiamin secara eksplisit
menyatakan kalau ekonomi non-publfk menjadi “komponen penting” dalam
ekonomi pasar sosialis. Pernyataan Jiang tersegattgrcantum dalam Amandemen

Ke-3 Konstitusi Republik Rakyat Cina, yang berbunyi

“HERARUE W E N IR AT VB LB AR AT HIESE, e B SBA T
AR

13 Kongres Partai Nasional ke 14 diadakan pada hDkiaber 1992.
4 Sektor ekonomi publikgong jingj) terdiri dari perusahaan milik negara, dan sekt@nomi non-
publik (feigong jingj) terdiri dari perusahaan swasta lokal maupun asing
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Terjemahan :*Dalam lingkup perekonomian makro, sektor ekonomast&y dan sektor lainnya
merupakan komponen penting dalam ekonomi sosRR).

Walaupun begitu, Jiang juga menambahkan kalau sedtonomi milik
negara lah yang harus memimpin dalam perekonomaaiomal. Memimpin dalam
perekonomian bukan berarti memimpin secara kuanti@mun lebih pada sisi
kualitas (Tubilewics, 2006 : 90). Untuk mewujudKzad tersebut dalam sidang yang
sama, diputuskan kalau Cina akan mengambil wagautahun untuk mengeluarkan
perusahaan negara dalam skala kecil, menengalinedan dari kehancuran ( Brahm,
2001 : 175). Pernyataan yang dikelurkan Sheng Huyamdenteri Komisi
Perdagangan dan Ekonomi Negara di Cina itu difaiiaskalam enam hal, yaitu (1)
intensifikasi merjer dan kepailitan, serta menyempkan mekanisme perusahaan
negara; (2) mempercepat implementasi transfer gutauk meningkatkan kinerja
perusahaan; (3) mempercepat reformasi teknis dpEmmsahaan dan meningkatkan
kreasi teknis perusahaan; (4) secara berkelanju@myimplementasikan kebijakan
“mengambil yang besar dan melepaskan yang kedh, secara aktif mendorong
reorganisasi perusahaan; (5) mengintensifikasi dae@mperbaiki manajemen
perusahaan; (6) secara aktif mendorong pembengikem perusahaan moderen dan
transferisasi mekanisme pengoperasian perusahassil. dhri kebijakan ini dapat
dilihat pada subbab-subbab selanjutnya, namun lsaltuyang pasti, RRC selalu
melakukan rencananya secara berkesinambungan.g§ehsetelah mencapai target
dari enam hal di atas, RRC melanjutkan kembalikahgangkah dalam memperkuat

perusahaan negara mereka.

3.3.1 Teknisprivatisas perusahaan negara di tingkat nasional dan propinsi

Dalam melakukan privatisasi dalam arti sempit, wajenjualan atau
transferisasi aset negara, RRC melakukannya mekdbuah Manajemen Aset
Negara, sebagai berikut :

Cina memiliki bagan organisasi besar yang menapegisahaan-perusahaan

negara mereka. Di puncak struktur, adalah Komitesidteal Supervisi dan
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Manajemen Aset Negara (KNSMAN), yang dibentuk olBbwan Negara, dan
komite tersebut menjadi pemilik seluruh perusahaagara di Cina. Di bawah
KNSMAN adalah beberapa Perusahaan Pemegang AseardNd®@PAC) yang
bertindak sebagai pemegang saham. Masing-masih PR&@Gegang saham dari
beberapa perusahaan negara dan menunjuk anggafetaglam jajaran direksi dan
pengawas perusahaan bersangkutan. Lalu, sahanalpaansnegara tersebut dapat
diperjualbelikan di bursa efek. Dalam struktur éérst, perusahaan negara menjadi
kesatuan-kesatuan hukum dengan otonomi manajeeialihp dalam menjalankan
bisnis dan mengendalikan aset perusahaan, PPAR defzat mendisiplinkan para
manajer lewat “voting dengan tangan” dalam artaldikan secara terbuka dengan
cara yang formal atau “voting dengan kaki’ dalarti diberhentikan atau diberi
sanksi tidak dengan cara yang seharusnya atau &agsn yang jelas, seperti yang
berlaku dalam ekonomi pasar di Barat (Wei, 1998): Di bawah ini adalah bagan

besar sistem manajemen aset negara di tingkat@ésio

Gambar 3.1: Bagan Manajemen Aset Negara Tingkat Nasional

Republik Rakyat Cir

Konares Raky: Nasiona Komisi Pusat Part

Dewan Negat

Komite Nasional Supervisi dan
Manajemen Aset
Negara/Manajemen Aset Negardg
tingkat propisnsi

[

Perusahaan Pemegang Aset Negara (P

Kementrian/Dparteme Grup Perusahaan Nasio

Jajaran direktur perusahaan negara dan Grup Peaars&eqal
[
Cabang perusahaan nec
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Sumber The World Bank2000)
http://old.developmentgateway.org/download/1066 84k _vs China SOEs.pdf

Seperti dalam bagan di atas, dalam praktisnya,(PBi8a berupa entiti yang
sepenuhnya baru, seperti yang dibentuk di tingkapipsi atau bahkan kota seperti
Beijing, Shanghai, dIl sesuai dengan jurudiksi dhemasing-masing. Di bawah ini

adalah salah satu contohnya, yaitu bagan organlMasajemen Aset Negara di
Shanghai :

Gambar 3.2: Bagan Manajemen Aset Negara Shanghai

ymina

ikan Ketua dan semua

Walikota Shanghai anggota KAS dan Partai
menominasikan kepala
| PPAN dan PGAN
i melalui KAS
menunjuk -
Manajemen
| Aset Negara
Ketua Komite Aset Negara (KAS) “rrc‘)g'l‘g;
+>30 Kepala perwakilan pemerintah prop
| /
. . Memberikan bimbingan,
Menunjuk dlrgktur;ntuk tr(])tal 33 PPAN dan nasehat secara regular,
ruPl erusahaan dan pelatihan
| |
Perusahaan Perusahaan Grup Aset Kantor Manajemen Aset
Pengoperasian Aset Negara** (PGAN) Negara (KMAN)
Negara (PPAN)** 50 staff dikepalai oleh Sekjen
(secara general SAC
memegang per usahaan-
perusahaan) 4 Divisi
[ I I 1
Mengoperasikan Mengoperasikan Surat-surat Koordinas dan Kebijakan dan Manajemen Hak
beberapa entiti*** beberapa entiti*** berharga Harga peraturan Properti
2 "Pusat"
* 60 persen dari aset negara di Shanghai dikeldi@, Senentar: Pemecahan Penaksiran nilai
30% di bawah manajeman serupa di tingkat distiigar§a tida konflik aset negara
dialokasikan pada keduanya.
i Fungsinya termasuk administrasi, manajemen darasjoeral, da |
pengawasan. - - —
Institut Penaksiran Nilai
i Entiti yang beroperasi mencapai lebih dari 1600 Aset Negara
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Sumber : Wei, 1998 : 39, pdf

3.3.2 Teknisprivatisas di tingkat perusahaan : korporasi

Dari beberapa model perusahaan yang ada di sedunih, model perusahaan
yang paling mencerminkan privatisasi, dengan pdmisaantara pemilik dan
pengelola, adalah korporasi. Perusahaan korpoegsira atacorporate governance,
menurutThe Chinese Research Centre of Corporate Governadiagersitas Nankai,
adalah “sebuah sistem dimana para pemegang sahankreditor, memastikan
bahwa pihak manajemen akan mempertinggi nilai pévasn” (Vob dan Yi, 2005 :
12, pdf).

Model korporasi yang dipakai RRC dalam perusahamnsahaan negara
memadukan dua model perusahaan yang ada di diavg @an Ward, 2003 : 53),
yaitu penggabungan antara model yang dipakai negagara Anglo Amerika dan
model seperti yang dipakai di negara-negara EromaatBdan Jepantf .
Penggabungan yang tampak adalah RRC memasukkanpemagang saham dalam
perusahaan mereka seperti dalam model Anglo-Ameané&aun perusahaan moderen
di RRC tidak sepenuhnya bertujuan komersil dan neembsentif sebesar-besarnya
pada pemilik saham namun mereka masih memberi fEethabesar pada
kesejahteraan pekerjanya seperti dalam model Jegpmmd-ropa. Berikut ini adalah
struktur perusahaan negara di RRC pada umumnya:

!> Model Anglo-Amerika dicirikan dengan desentralisdistribusi saham, tujuan utama mereka adalah
meningkatkan nilai perusahaan untuk keuntungan pamrsgegang saham. Dalam model perusahaan ini,
konflik dapat muncul karena pemegang saham mergopéira manajerpfincipal-agent problem
Negara yang termasuk dalam anglo-amerika adalah d#®&<anada.

® Model yang dipakai di Eropa Barat dan Jepangehit berorientasi pada sistem jaringan. Tujuan
politik menjadi hal yang penting, karena itu merskagat memperhatikan perlindungan pekerjaan dan
tenaga kerja. Perwakilan dari pihak pekerja jugandipatkan dalam jajaran supervisor. Investor sepert
perusahaan finansial mendapat pengawal dan corangl ketat dari pemerintah. Permasalahan yang
mungkin timbul bisa disebabkan oleh para pekermayaenuntut hak yang lebih tinggi, sehingga bisa
mengakibatkan tingginya ongkos produksi.
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Gambar 3.3: Struktur Perusahaan Negara di RRC
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Sumber : Tang dan Ward, 2003 : 55

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai UU Korpgada bab sebelumnya,
terdapat ketentuan bahwa setiap korporasi, baikk rmkegara maupun swasta
diharuskan untuk membentuk badan-badan ini dalaospbaan mereka, yaitu : para
pemegang saham yang terdiri dari : saham yangillirthlanya) oleh negara; saham
milik subjek hukum yang dimiliki oleh institusi dastik; dan saham individual.

Namun, sebenarnya ada satu lagi jenis saham, galtam yang diperjualbelikan

Perusahaan negara..., Wida Kristiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



37

dalam valuta asing, namun jenis saham ini tidakbadimiliki oleh setiap perusahaan
negara. Sebagai catatan, dalam perusahaan yangikaga milik negara, hanya ada
saham milik negara dan negara tetap merupakarsaainya pemilik sah perusahaan.

Dari bagan di atas dapat dilihat kalau tidak adaungan kekuasaan vertikal
antara dewan direkslan dewan pengawas di perusahaan neg@dyanya tidak
dapat saling memberhentikan namun hanya dapathdibegkan oleh para pemegang
saham. Dewan direksi adalah pelaksana perusahaandjketuai seorang presiden
direktur, mereka membawahi CEO dan manajer. Walaupmrada di jajaran atas,
namun dewan direksi bukanlah ‘orang lapangan’ yamgngontrol produksi,
pengeoperasian perusahaan, maupun manajemen @aEunisdhgas-tugas tersebut
diserahkan pada manajer yang akan bertanggungjgveala mereka. Dewan
pengawasadalah badan yang bertugas mengawasi dewan dideksiCEO yang
menjalankan perusahaddhina’s Security Regulatory Commisiorengisyaratkan 9-
19 anggota di dalam badan tersebut, termasuk tigggota independen.
Kesejahteraan karyawan sendiri dapat dijamin degmya perwakilan karyawan
dalam jajaran pengawas tersebut (Liu dan Schi@@e : 7, pdf).

Mengenai keberadaan Partai Komunis Cyaeng diwakili oleh sekretaris
partai, memang sudah ada dalam tubuh perusaahammansejak mereka masih
menerapkan model perusahaan transisional. Sekrefaaitai bertugas untuk
mengawasi perusahaan agar berjalan sesuai dendajakke Partai, sehingga
kedudukan sekretaris partai lebih tinggi dari dewiaeksi maupun dewan pengawas.

Bentuk korporasi, sesuai dengan UU Korporasi tab@®3 mengisyaratkan
tiga hal yang harus diwujudkan oleh perusahaan read¢ersebut, yaitu : (1)
memisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusalenssjelas; (2) menjabarkan
hak dan kewajiban dengan jelas; (3) memisahkansphaan dari pemerintahan, dan
(4) penerapan prinsip manajemen ilmiah. Hal yangaéisud dengan pemisahan yang
jelas antara kepemilikan dan pengelolaan adalahegeny saham memiliki hak
untuk menikmati proporsi dari saham yang merekakimfebagai imbalan dari
memberikan investasi pada perusahaan. Sedangkersapaan menikmati modal

dari pemegang saham dan berhak untuk mengelolarefai dnendapatkan

Perusahaan negara..., Wida Kristiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



38

keuntungan lebih banyak bagi perusahaan, yang dikeamgi pada para pemegang
saham dan pegawai sesuai dengan ketentuan yand\pala/ang dimaksud dalam

poin ke-2, yaitu menjabarkan hak dan kewajiban derjglas sebenarnya mengacu
pada sebuah penggambaran yang jelas mengenaidvedjjtkan, dan tanggungjawab
di antara para pemegang saham, karyawan, kre@itokahsumen. Dalam poin ke-3,
mengenai pemisahan perusahaan dan pemerintaham sud#ap jelas, bahwa

birokrasi tidak seharusnya campur tangan dalam géelagn perusahaan, namun
ternyata hal tersebut cukup sulit dilaksanakan RCRDalam poin ke-4, penerapan
prinsip manajemen ilmiah dikatakan oleh Liu danifahi adalah bertujuan untuk

mencapai proses pembuatan keputusan yang lebihkdatisppelaksanaan keputusan
yang efisien, dan pengawasan terhadap keputusaksailakan (Liu dan Schipani,
2005 : 12, pdf).

Walaupun bukan hanya perusahaan negara yang h#tkdemporasi, namun
ada beberapa perlakuan istimewa pemerintah yangah@diberikan pada korporasi
milik negara. Misalnya, apabila diperlukan lima watdéebih promotor untuk
menjadikan sebuah perusahaan biasa menjadi Perseboka, untuk perusahaan
negara cukup dengan sebuah surat jaminan. Contotydéaadalah korporasi negara
atau korporasi swasta yang bekerja sama denganrapaebgerusahaan negara
diperbolehkan untuk mengeluarkan surat obligasiukuninenambah kapital,

sedangkan korporasi lain tidak diizinkan

3.3.3 Teknis pembagian saham perusahaan negara
Peraturan mengenai bagaimana suatu perusahaan dmdPgausahaan
Terbuka di RRC terdapat daladpinion Standard(guifan yijian)tahun 1992. Suatu

perusahaan harus memiliki promotd&igfrén) untuk dapat bertransformasi menjadi

" pada tahun 1993, dengan landasan UU Korporasi,efemh pusat sudah melakukan
pengkorporasian terhadap 100 perusahaan negaraiwriliddepartemen Reformasi Perusahaan, yang
dikutip oleh Liu dan Schipani, 98 perusahaan sumatransfomasi menjadi korporasi pada tahun 1998.
Satu perusahaan bangkrut, dan satu perusahaarayaniglak diketahui datanya. Dari 98 perusahaan
tersebut, 16 perusahaan menjadi Persero Tertuupedusahaan menjadi Persero Terbuka, dan 62
perusahaan menjadi Persero yang seluruhnya dinmiéigara, sehingga mereka masih menerima
subsidi dalam bentuk yang berbeda-beda.
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sebuah perusahaan terbuka, promotor menyediak&aseteyang diperlukan untuk
mendirikan sebuah persero terbuka, sebagai imbgarpromotor akan memiliki
saham dalam jumlah tertentu. Dalam kasus perusategara, yang menjadi pihak
promotor adalah subjek hukutedal persoh negara, kementerian menjadi promotor
untuk perusahaan negara tingkat nasional, dan ipidoistri provinsi menjadi
promotor perusahaan negara tingkat daerah. Prom@ng harus memastikan
perusahaan yang akan dibentuk memiliki modal, akst, calon pemegang saham,
setelah memenuhi semua prosedur, promotor menkiitgrerusahaan tersebut ke
Biro Industri dan Perdagangan.

Dalam buku Privatizing Chind, Walter dan Howie menjelaskan beberapa
cara yang dipakai untuk mendirikan sebuah persbuka, yaitu Metode Penawaran
dan Metode Promosi. Metode Penawaran mengharusianor memiliki 35%
saham, dan 65% saham ditawarkan pada publik. Narpada kenyataannya,
sebagian besar promotor memiliki 75% saham, danysha2b% saham yang
ditawarkan pada publik. Hal tersebut dilakukan kmuemastikan kepemilikan dan
kontrol negara atas perusahaan.

Metode Promosi mengharuskan suatu perusahaan ikielimia promotor
yang pada umumnya merupakan cabang dari sebuabapaan induk, kelimanya
harus memberikan kontribusi aset pada persero karbaru yang akan dibentuk.
Setelah direkstruturisasi persero terbuka yang bartanggungjawab terhadap lima
pemegang saham yang merupakan cabang dari pernsadgera induk. Tujuan dari
metode ini adalah meningkatkan kinerja perusahaagam lewat pembentukan
perusahaan yang baru, namun karena para pemedaang saerupakan cabang dari
perusahaan induk dan berada di bawah kontrol pesasanegara induk, tujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan lebih sulit dicép@03 : 95-96).

Penjualan saham dalam perusahaan negara diatun &éandard Opinion
tahun 1992. Secara umum, ada empat jenis saham #al@orasi yang ditunjukkan

dalam tabel di bawah ini :
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Tabel 3.1: Jenis-jenis Saham dalam Korporas

Jenis Saham Pemegang Saham Kontribusi Aset

Saham negara Agen pemerintah di tingk&edung, peralatan, hak paten,
pusat maupun lokal teknologi, hak pengelolaan
(kementerian, pemerintahtanah, uang tunai
daerah)

Saham subjek hukumle@al | Perusahaan, institusi, atau entitgsedung, peralatan, hak paten,

person yang sudah memiliki statuysteknologi, hak pengelolaan
subjek hukum tanah, uang tunai
Saham individu Investor perseorangan  at&®kMB

pegawai perusahaan

Saham asing Investor asing yang Mata uang asing

menggunakan mata uang asing

Sumber Privatizing China”, 2003 : 77

Dari empat jenis saham di atas, saham negara iamsailik subjek hukum
tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditrangfeda pihak negara atau pihak
subjek hukum yang lain (Walter dan Howie, 2003). 80

3.4 Privatisas setengah hati

Apabila dillihat dari sudut pandang para ahli Bapaivatisasi di RRC masih
belum sempurna. Sebagian besar perusahaan negeRClimemang sudah dalam
bentuk korporasi dan semakin banyak perusahaanranggag mendaftarkan diri
untuk menjadi Persero Terbuka. UU Korporasi 19938 ddl lainnya disahkan untuk
mendukung privatisasi di RRC. Namun, perusahaamaraedi RRC ternyata masih
belum menjadi perusahaan moderen yang sesungguAdgabeberapa alasan yang
menjadikan privatisasi di RRC tampak dilakukan @engetengah hati.

Di Amerika Serikat, kewenangan untuk menyetujumcemna distribusi profit
perusahaan dan kewenangan memutuskan pendapatan daeksi dimiliki oleh

dewan direksi, karena kedua hal tersebut berhulbundangan operasional
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perusahaan. Namun, di RRC, dengan legal, UU Kosgpdahiun 1993 memberikan
wewenang pada dewan pemegang saham untuk memutbskdmal di atad® .
Pemerintah RRC memberikan alasan kalau kewenangamrangan tersebut
diberikan karena dewan pemegang saham merupakaktustrtertinggi dalam
perusahaan, sehingga badan lain dalam perusalegemti lewan direksi dan dewan
pengawas tunduk pada pemegang saham (Liu dan 8chi@¥®2 : 19, pdf). Pola
tersebut sedikit banyak mencerminkan filosofi plolRRC yang tercantum dalam
Konstitusi RRC, bab 3 pasal 57 yang berbunyi, “Kesg Rakyat Nasional
merupakan badan tertinggi dalam struktur negaradaPpasal-pasal selanjutnya
dijelaskan kalau badan-badan yang lain ditentukam rdengikuti aturan KRN. Liu
dan Schipani dalamCorporate Governance in China : Then and Nowiengatakan
kalau pemerintah RRC cenderung mengaplikasikaremsispemerintahan dalam
korporasi mereka dan menyamakan peran pemegang sirgan KRN (2002 : 19,
pdf). Lalu, sama pula seperti Kongres Rakyat Nadigang sebenarnya manifestasi
dari PKC, rapat umum pemegang saham sebenarnyan@iggpakan manifestasi dari
mayoritas pemegang saham, yaitu negara atau shbjekn negara. Apabila dalam
KRN, poin-poin yang dibahas dan disetujui ditentukéeh Partai, dalam rapat umum
pemegang saham, poin-poin yang dibahas ditentulken pemilik saham terbesar,
yaitu negara atau subjek hukum negara, pemegamgnsgiing jumlahnya minoritas
hanya dapat menyetujui.

Negara tampaknya masih belum dapat memisahkanddni perusahaan
negara mereka, sekalipun dalam UU Korporasi 1998jals terdapat aturan
pemisahan antara pemerintah dan perusahaan. dabt¢rjuga menjadi alasan lain
mengapa privatisasi di RRC dilakukan dengan seterngdi. Seperti yang sudah
dijelaskan di atas, selain dewan pemegang sahamjt&dNasional Supervisi dan
Manajemen Aset Negara (KNSMA) serta Perusahaan ¢gargeAset Negara (PPAN)
dapat menentukan siapa-siapa saja yang duduk diam@an direksi dan siapa yang
menjadi manajer perusahaan, tanpa harus menangegikg atas keputusan tersebut.

Wei dalam tulisannyaChina's SOE Reform: A Corporate Governance Pergpgct

'8 Untuk mengetahui tugas dan wewenang pemegang sgvagmain lihat hal 22.
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mengatakan kalau badan yang disebutkan di atasgkeli menunjuk orang-orang
berdasarkan alasan birokrasi (1998 : 29). Dalamaikgdkan perusahaan negara,
dewan direksi merupakan orang pemerintahan ataar kaaktai, sehingga rencana
dari PKC dapat dengan mudah diterapkan pada pexaisah

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa negara #&h tllak dapat
melepaskan diri dari perusahaan negara dan meajagierusahaan negara sebagai
korporasi yang benar-benar mandiri. Salah satuyhal menjadi pertimbangan
pemerintah adalah setiap perusahaan negara bujeasusaber nafkah para pekera,
tetapi juga sumber jaminan sosial. RRC di bawah Rbugji pernah mengatakan
akan melakukan reformasi radikal pada perusahagaraetetapi hal tersebut belum
terbukti sampai sekarang. Pemerintah malah tetapnb®ekan subsidi pada
perusahaan skala besar walaupun hal itu berartio@ekan beban yang berat pada
bank-bank pemerintah.

Sejak pemerintah membidik perusahaan negara uhtaformasi, reformasi
perusahaan negara berjalan tersendat-sendat sggagtisudah dijelaskan pada bab
di atas, alasan utamanya adalah banyak pihak yarkggdentingan langsung dengan
perusahaan negara keberatan dengan perubahannyshpada tahun 1997, Jiang
Zemin menyatakan bahwa sektor perusahaan negara hampak dalam kekuasaan
kontrol dan menduduki posisi dominan dalam bidaigigiig industri penting.
Bahkan pada tahun 2000, Wakil PM RRC, Jian Qiangu@nyatakan bahwa RRC
mutlak harus mengembangkan sejumlah perusahaam bet& dijadikan tulang
punggung ekonomi nasional (Wibowo, 2004 : 117)adotstaf dari perusahaan
negara berskala besar pun bisa bernafas dengankkgma kesejahteraan mereka
masih terjamin. Keputusan tersebut juga disambudiaoleh kalangan politisi,
karena “kepemilikan oleh negara” tersebut tetaplaejdengan ideologi sosialisme.

Pada tahun 1991-1997, RRC membentuk sebuamdsional” yang terdiri
dari 120 perusahaan milik negara berskala besarisaleaan-perusahaan ini
bergerang di bidang-bidang strategis seperti piédst, batu bara, otomotif,
elektronika, besi dan baja, mesin, kimia, matekiahstruksi, transportasi, ruang

angkasa, dan obat-obatan. Perusahaan-perusahaaebhutemendapat proteksi dari
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pemerintah, dengan pemberlakuan tarif tinggi yaaqmatlmencapai 80%. Perusahaan-
perusahaan besar juga memperoleh dukungan finapsm@h lewat bank-bank
pemerintah.

Tim Nasional memberikan timbal balik yang poditéfgi pemerintah, antara
lain menjadi penghasil separuh kebutuhan listrigana dan penyuplai separuh
kebutuhan besi baja negara. Tim nasional juga mehgng 50% dari keuntungan
total dan menyumbang 25% pendapatan pajak negatainStu, 120 perusahaan
negara tersebut memperkerjakan tidak kurang diat juta pekerja (Wibowo 2004 :
119-121).

RRC tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengandppat para ahli Barat
mengenai model ekonomi dan privatisasi yang ditemapdi RRC, karena model
ekonomi dan privatisasi “tanggung” tidak ada di pamnlain. Memang nyatanya
ekonomi RRC tidak akan dilepaskan total dari kdntregara. Untuk pemerintah
RRC, tidak peduli bagaimana bentuk privatisasi keraelama memberikan hasil

yang mengesankan, tentu akan terus dipertahankan.

3.5 Dampak privatisas

Bagaimanakah hasil dari privatisasi perusahaanraediaRRC? Ternyata,
walaupun sebagian besar perusahaan negara sudafatdipsi, namun tetap tidak
mudah bagi perusahaan negara untuk meraih keumtukggnurut survei, hanya 14%
dari 1.235 manajer perusahaan negara yang melappgdngkatan finansial dalam
perusahaan mereka (Liu dan Schipani, 2002 : 12, Pdfia tahun 1998, dari 238.000
perusahaan negara, hanya terdapat 9.357 yang rkaruparusahaan berskala besar,
96% lainnya adalah perusahaan berskala kecil daremgah. Dari jumlah tersebut,
setengahnya masih mengalami kerugian dan mendabsids pemerintah. Namun,
perusahaan negara secara keseluruhan juga mepgestiasi yang cukup baik. Profit
yang diperoleh perusahaan negara mencapai tigdipatidari yang mulanya 1,2%
pada tahun 1997 menjadi 3,7% di tahun 2001 (VobMdaR005 : 9, pdf). Sekalipun
masih terdapat banyak perusahaan yang mengalamgiéier namun jumlahnya

berkurang dari tahun ke tahun. Bagaimanapun, thaksii bahwa desentralisasi dan
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privatisasi turut memberikan efek positif dalam guaangi jumlah perusahaan
negara yang merugi dan menambah profit dengan te&agaga jumlah perusahaan
negara yang menguntungkan. Keterangan mengenajiperusahaan negara dari
tahun 1997 sampai tahun 2001 dapat dilihat padd titpawah ini.

Tabel 3.2 : Keuntungan Perusahaan Negara (1997-2001)

1997 1998 1999 2000 2001

Pendapatan | 6.813.200 | 6.468.510 6.913.660 7.508.190  7.635.550
dari
penjualan
(miliar RMB)
Keuntungan 328.020 329.070 467.980 480.470
(miliar RM B)

Kerugian -306.650 -214.490 -184.60Q -199.360D
(miliar RM B)
Keuntungan 79.120 21.370 114.580 283.38( 281.120
bersih
(miliar RM B)

Perusahaan 89.000 74.000 101.000 94.000 85.00(
yang
menghasilkan
keuntungan
(unit)
Perusahaan 173.000 164.000 116.000 97.000 89.000
yang mer ugi
(unit)

Total 262.000 238.000 217.000 191.000 174.0Q0
perusahaan
(unit)

Sumber Financial Yearbook of Chin2002

Banyaknya jumlah perusahaan yang merugi memangashepertanyaan,
mengapa pemerintah tidak membiarkan saja perusgteaasahaan tersebut bangkrut.
Hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan aegarupakan produk dari masa
ekonomi komando (Vob dan Yi, 2005 : 9, pdf). Denppatum sempurnanya sistem
kesejahteraan sosial sampai tingkat nasional, gleaas negara sedikit banyak masih
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bertanggungjawab menyediakan kesejahteraan bagawaegdan keluarganya.
Pemerintah sudah mulai secara bertahap membanepas&bn beban perusahaan
dengan mendirikan asuransi jaminan sosial sejaintd®78, namun sebelum sistem
tersebut sempurna, perusahaan negara masih banmj@gab menyediakan layanan
sosial (Vob dan Yi, 2005 : 10, pdf). Dengan alassasebut, pemerintah membiarkan
perusahaan yang merugi tersebut untuk terus besipetemi menghindari
permasalahan sosial akibat pengangguran yang soelaingkat sejak tahun 20850
Perusahaan negara merupakan pilar ekonomi nasiBREL, sehingga
perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahammanberpengaruh pula pada
bidang lain di RRC. Beberapa bidang yang mengakempak antara lain adalah

bidang ekonomi dan bidang sosial politik.

3.5.1 Bidang ekonomi
Pada awal penerapan privatisasi, pemerintah meamgakesulitas fiskal,

karena mereka bergantung pada keuntungan yang aflidagrusahaan negara,
sedangkan perusahaan negara banyak yang merugngghpemerintah harus
memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaaebuer sehingga beban
keuangan pemerintah pun bertambah. Walaupun sestenegara, termasuk industri
asing, berkembang sangat pesat dan menghasilkajrakbamtung, namun karena
sistem pajak yang belum sempurna, RRC tidak bisadapmatkan keuntungan dari hal
tersebut. Di bawah ini adalah tabel yang menunjoki@ndapatan pemerintah RRC
dari tahun 1978-2000.

9 pPenjualan perusahaan negara mengakibatkan penganggneningkat, tercata dala@hina
Statistical YearbooR004, sejak tahun 2000 angka pengangguran terumghkanh dari 3,1% menjadi
4,3%.
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Pendapatan Pemerintah
(100 juta yuan)
Tahun Total Paj ak Pendapatan Subsidi Pendapatan
Pendapatan dari lain
Perusahaan
Negara

1978 1132.26 519.28 571.99 40.99
1979 1146.38 537.8R 495.03 113.53
1980 1159.93 571.70 435.24 152.99
1981 1175.79 629.89 353.68 192.22
1982 1212.33 700.0p 296.47 215.84
1983 1366.95 775.59 240.82 350.84
1984 1642.86 947.3b 276.17 418.74
1985 2004.82 2040.7P 43.15 -507.02 42[7.3
1986 2122.01 2090.7B 42.04 -324.78 314.02
1987 2199.35 2140.3p 42.86 -376.43 392.56
1988 2357.24 2390.4[ 51.12 -446.46 36211
1989 2664.90 2727.4D 63.60 -598.88
1990 2937.10 2821.8p 78.30 -578.88
1991 3149.48 2990.1f 74.69 -510.p4 588.86
1992 3483.37 3296.91L 59.97 -444.96 571].45
1993 4348.95 4255.3D 49.49 -411.p9 455.45
1994 5218.10 5126.8B -366.22 457.44
1995 6242.20 6038.0¢4 -327.77 536.43
1996 7407.99 6909.8p -337.40 835.57
1997 8651.14 8234.04 -368.49 731.59
1998 9875.95 9262.80D -333.49 946.64
1999 11444.08 10682.58 -290.03 1051.53
2000 13395.23 12581.51 -278.78 1092.5

Sumber

China Yearbook 20Q1telah diolah kembali

Dari tabel di atas, dapat dilihat kalau sejak tal@85, pendapatan dari

perusahaan negara terus berkurang,

namun setiapn tgemerintah

tetap

mengeluarkan subsidi untuk perusahaan yang mekagiaikan pendapatan pajak

dari tahun ke tahun sebenarnya belum optimal, kapada tahun-tahun tersebut

sektor swasta di negara berkembang lain menyumiB@g50% untuk keuangan
negara, di RRC mereka hanya menyumbang 2% (Tulo#e\2006 : 200). Namun,
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pada pada tahun 1994, RRC mulai mereformasi sigtgak mereka dan sektor non-
negara menyumbang lebih banyak pajak untuk negara.

Permasalahan fiskal yang sempat menimpa RRC ftalatiks menghambat
perekonomian nasional. Privatisasi memberikan lddean bagi sektor swasta untuk
berkembang di RRC. Pada bagian-bagian sebelumngh wijelaskan bahwa
perkembangan sektor swasta dimulai setelah reforek@amomi diumumkan. Untuk
menunjukkan keseriusan dalam menarik pihak swestatama investor asing dalam
perekonomian negara, RRC membangun zona-zona kinaguisnvestor termasuk
fasilitas tingkat internasional. Zona-zona yangebut antara lain ada di Shenzhen,
Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Pemerintah pun memyutd yang mempermudah
sektor swasta berkembang di RRC, seperti UU PasataMdan UU Perusahaan
dengan Dana Individu. Bahkan, pada Januari 200hepetah menetapkan biaya
pendaftaran usaha swasta di RRC hanya sebesau sapiah (Wibowo, 2004 : 37).
Sebagai akibatnya, usaha swasta dan investasi @ [Bffkembang dengan pesat,
tercatat ada 3 juta perusahaan swasta di RRC pada 2003 dan investasi asing di
RRC mencapai 53 milyar dolar pada tahun 2002 (W@@a004 : 39). Dalam proses
privatisasi, investasi asing adalah hal yang pgntarena menyediakan modal yang
diperlukan untuk mendorong berkembangnya sektoistswdada saat yang sama
investasi asing mendorong terciptanya lingkungasaipdi luar sistem perencanaan
negara (Tubuliwecs , 2006 : 62).

Salah satu contoh usaha swasta yang menonjol di &R@&h Haier, yang
meraup 72,3 miliar dolar untuk penjualan globalta®002 dan sudah mendapatkan
berbagai macam pengahargaan berkaitan dengan asugitoduk dan Kkinerja
perusahaan. Bagi pemerintah, berkembangnya sek@sta cukup berperan dalam
menyumbang 10% dari nilautputindustri dan dapat menghasilkan 11,6% lapangan
pekerjaan (Wibowo, 2004 : 53).

3.4.2 Bidang Sosial dan Poalitik

Konsekuensi utama dari privatisasi di negara sesedlalah menurunnya

peran negara dalam kehidupan sosial masyarakayaRa#tak lagi bergantung pada
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negara karena negara sudah bukan lagi sumber wt&or@mi, berkembangnya
sektor swasta juga berperan besar dalam mempendatlmgan antara negara dan
masyarakat.

Di RRC, kejadian serupa dapat dilihat dari “hangafnsistemdanwei yang
sudah ada sejak masa Mao. Di seluruh pabrik, tatdmwei yang menyediakan
kebutuhan para pegawainya, seperti fasilitas peatgab perumahan, pensiun dan
pendidikan.Danwei berperan penting dalam kehidupan masyarakat daaraedari
pihak masyarakat perasznwei adalah memberi fasilitas sosial bagi mereka, bagi
negaradanwei sendiri berperan untuk mengontrol masyarakat lepanberian
fasilitas tersebut. Dalam kehidupan sehari-harirappekerja terbiasa melihat
kampanye-kampanye politik partai lewat selebardebsean maupun pengeras suara,
dan dalam bidang pendidikan negara memasukkan uypalitik sosialis untuk
diajarkan kepada anak-anak para pekerja.

Dengan diberlakukannya marketisadiznwéi mengalami disfungsi sosial,
karena pemerintah sendiri mengalami kesulitan uteuks memberi sokongan dana
akibat berkurangya pendapatan dari perusahaananggag mulai diprivatisas],
masyarakat pun sudah dapat memilih untuk bekegaktor non-negara atau bahkan
membangun bisnis sendiri, dengan begitu merek& tada bergantung pada fasilitas
pemerintah dan pemerintah tidak bisa lagi mengatasyarakat sesuai keinginan
mereka seperti dulu.

Selain masalah pengangguran, privatisasi hamfalusmenyebabkarhock
pada perekonomian makro mereka, seperti tinggimgka inflasi dan tentunya
tingginya angka pengangguran (Vob dan Yi, 2005 ,haif 9). Di RRC, dengan moto
mereka “mengambil yang besar, melepaskan yang”K&cperusahaan-perusahaan
negara skala menengah dan kecil harus mencarseadiri untuk mengurangi defisit

dan menghindari hutang. Sejak dilakukannya reforn@aEmerintah mengeluarkan

2 Sejak reformasi ditetapkan pada tahun 1978, pertdappemerintah dari perusahaan negara
menyusut dari 31,2 % menjadi 10% pada tahun 1998nkamasih buruknya kinerja perusahaan

negara dan masih belum optimalnya pengelolaan [§&jak 2000).

L Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menrestrissir 1000 perusahaan negara berskala besar
dari 110.000 perusahaan negara yang ada padauséahin 1997).
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UU baru yang ‘melegalkan’ pemecatan buruh. Haltémtu saja memberi dampak
yang tidak menguntungkan bagi pekerja di perusalmegara, mereka kehilangan
banyak hak mereka sebagai buruh sosialis, termbakkkerja yang sebelumnya
dijamin seumur hidup. Menurut Wibowo, secara tanmer hal tersebut berarti :
buruh dapat dipecat. Sebelumnya, untuk memecaarsgdyuruh, pemutusan harus
dengan persetujuan komite partai. Sekarang, dekgliarnya Keputusan Menteri
Perburuhan dan Personalia tahun 1983, manajer Inebasari buruh sesuai dengan
standar yang ditetapkannya dan berhak memecat yamg tidak sesuai standar;
hubungan perusahaan dan buruh diikat oleh sebuathakoyang bisa diperpanjang,
bukan lagi kontrak seumur hidup; UU Tenaga Kerjauta 1994 memperbolehkan
manajer melakukan pemutusan hubungan kerja dengam tapabila perusahaan
dinyatakan bangkrut; buruh tidak lagi mendapat serasilitas didanwel Semua
berdasarkan kebijakan perusahaan.

Dengan dasar hukum yang kuat dan otonomi lebihkupdna manajer, sepanjang
tahun 1995 dan seterusnya, perusahaan-perusahd&ammuogurangi jumlah pekerja
mereka. Jumlah pekerja yang diberhentikan menindgeai3,68 juta pada tahun 1995
menjadi 6,19 juta pada tahun 1999. Secara statjgtidah seluruh pengangguran di
Cina mencapai angka 3,1%, namun Chang mengatakan kanlah sebenarnya
mencapai enam kali lipat bahkan lebih (Chang, 20H).

Masalah utama dari meningkatnya pengangguran diC RRdalah
ketidaktenteraman (Tubilewics, 2006 : 61) yang naealy pada kerusuhan. Beberapa
tindakan kontra terhadap keputusan perusahaan ursogkrut, perubahan sistem
gaji, dan restrukturisasi perusahaan negara tedjadiaerah perusahaan negara yang
diprivatisasi. Para pekerja melakukan demonstrasenduduki kantor-kantor
pemerintahan, melakukalong march dll. Beberapa aksi bahkan menjurus pada
kekerasan, seperti menyabotase peralatan pabrikpyareng para pegawai
perusahaan atau pemerintahan, pembakaran propegaray bahkan sampai
membunuh manajer atau bos perusahaan (Tubilewi¥ 2 61). Chang dalam
bukunya The Coming Collapse of Chinathemberikan salah satu contoh, yaitu

demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh @Ogeékerja bersama dengan
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ribuan keluarga mereka untuk memprotes penutuparbalag Yangjiazhangzi di
provinsi Liaoning pada Februari 2000. Keadaan bawembaik setelah Tentara

Pembebasan Rakyat diturunkan untuk menghalau panartstran (2001 : 46).

Tabel 3.4: Tenaga Kerjadi Perusahaan Industri RRC

1993 1995 1997 1998 1999

Perusahaan negara 45 juta 44 juta 40 juta 27,2 juta 24,1 juta
Presentase

68% 67% 65% 57% 55%
K olektif 17 juta 15 juta 13,3 juta 8 juta 6,7 juta
Presentase 26% 23% 21% 17% 15%
Lain-lain 4,3 juta 7,1 juta 8,5 juta 12,3 juta 13,4 juta
Presentase 6% 10% 14% 26% 30%
Total 66,3 juta 66,1 juta 62,2 juta 47,5 juta 44,2 juta
Presentase 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber The World Bank001

Dari tabel di atas, terlihat penurunan jumlah pgkeéi perusahaan-perusahaan
negara sebanyak 13% dari tahun 1993 sampai tah@9. 1Pemerintah RRC
bukannya tidak melakukan apa-apa untuk mengatasigsalahan pengangguran di
negaranya, mereka tahu kalau pengangguran menyabgiekmasalahan sosial dan
politik yang besar. Apalagi para pekerja merupakardasi dari Partai Komunis
(Tubilewics,ed. 2006 : 75), sehingga pada tahun4l98merintah melakukan
program perekrutan kembali dan membentuk jaringarasuntuk untuk memberikan
penghidupan minimum pada masyarakat yang miskitairS&u, pemerintah juga
mendorong berkembangnya sektor ekonomi non-negatak umenyerap lebih
banyak tenaga kerja. Lewat tabel di atas bisaaillahwa dari tahun ke tahun sektor
“lain-lain” yang di dalamnya termasuk sektor swastanyerap lebih banyak tenaga
kerja, sehingga pada tahun 1999 sudah ada 13,4€n#ma kerja yang bekerja di
sektor tersebut.
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Privatisasi sistem kesejahteraan sosial juga nagarpakibat dari privatisasi.
Sejak awal tahun 1950-an, Cina sudah berinisiatfikimembentuk sebuah program
kesejahteraan untuk rakyat, termasuk sistem persgumur hidup, kesehatan, dan
perumahan, para pekerja bisa menikmati paket istanéersebut sejak mereka
bekerja di perusahaan. Namun semakin lama bebasglean negara semakin berat,
pada tahun 1978 total uang yang dikeluarkan unedejahteraan sosial adalah 7,8
juta RMB meningkat drastis menjadi 236 juta RMB g@ddhun 1995 (Chien dan
Dickson,ed., 2001 : 161) . Bahkan pada tahun 1péiysahaan-perusahaan negara
harus mengeluarkan total 413 juta RMB untuk pendam kesehatan. Hal ini makin
lama makin membebani keuangan perusahaan, dangsdengan privatisasi yang
dilakukan, perusahaan pun harus melakukan efisiggrsnasuk pemangkasan dana
untuk kesejahteraan pegawai.

Sejak tahun 1990-an perusahaan tidak lagi membiagrauh pengobatan
pegawainya atau keluarganya. Salah satu solusi gidloggikan pemerintah adalah
memberikan deposit pada pegawai khusus untuk pleanain kesehatan. Pegawai
harus menyisihkan uang pribadi untuk ditabung daleposit mereka, kalau mereka
sakit, uang pengobatan akan didebit dari deposstngamasing. Jika deposit mereka
habis, pegawai harus membayar dengan uang mene#a Secara tunai. Pemerintah
juga memberi solusi lain untuk mengatasi masalakelkatan, yaitu pegawali
membayar sendiri untuk penyakit yang ringan dan h@gmaran pengobatan berat
dibantu asuransi sosial dan kesehatan (Chien daks@i,ed., 2001 : 165).
Dibandingkan dengan sistem kesejahteraan sebeluosgb®an direformasi, para
pekerja pada masa kini menjalani hidup yang leleitaty) karena harus menanggung
sendiri uang kesehatan mereka dan keluarga. Satirmthkan seorang anak tunggal
selain harus bekerja untuk istri dan anaknya, jigaus menanggung biaya
pengobatan kedua orangtuanya.

Dalam bidang politik, isu demokratisasi merebalels¢gt RRC menerapkan
sistem ekonomi pasar dan melakukan privatisasid®sat ahli Barat mengenai
“perkembangan ekonomi akan mempengaruhi politik” njedi landasan isu

demokratisasi tersubut. Menurunnya peran Partai isnCina dan meluasnya
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lingkup privat juga seringkali diasosiasikan dengamokratisasi dalam teori politik
Barat (Tubilewics, 2006 : j0Selain itu, RRC hanya mempertahankan satu syarat
dari tiga syarat sebagai negara komunis, yaituaRa&dangkan dua syarat lainnya,
yaitu kepemilikan publik dan ekonomi komando sudddak dilakukan lagi
(Tubilewics, 2006 : 711 Alasan-alasan tersebut menjadikan isu demokesmsgakin
keras bergema. Demonstrasi besar-besaran yangiijéhpangan Tiananmen pada
tahun 1989 menjadi salah satu usaha untuk ‘mendasitkn’ RRC, namun
gagalnya gerakan tersebut menunjukkan masih ku&tmyaol negara.

Menurut beberapa ahli, sedikit banyak ada kontripas orang kaya di RRC
dalam terjadi atau tidaknya demokratisasi di RR@niut He seperti yang dikutip
Yip dalam tulisannyaPrivatizatior?, para orang kaya RRC walau jumlahnya sedikit
ternyata cukup memberi pengaruh pada pemerintalgaReman demonstrasi pada
tahun 1989 membuat mereka skeptis terhadap spaditk, demokrasi hanya akan
membuat bisnis mereka tidak menentu, sehingga menmedndukung pemerintah
dalam menciptakan situasi politik (Tubilewics, 20080). Para pengusaha seringkali
menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk masakndatena politik, dan para
birokrat menggunakan kekuatan politik mereka untolasuk dalam arena
perekonomian. Dalam hal ini, baik para birokrat gera pengusaha sama-sama
diuntungkan dengan situasi politik yang stabil tahprus ada demokrasi.
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BAB IV
KESIMPULAN

Perusahaan negara sudah menjadi bagian tak tetarsalengan negara itu
sendiri sejak Republik Rakyat Cina berdiri. Melilkat masa awal baru berdiri, Mao
Ze Dong dengan paham komunisnya menaruh kepercataanberjalannya roda
ekonomi di atas pundak perusahaan negara, tanpaucaamgan swasta. Pada masa
itu, perusahaan negara masih merupakan perusahadisianal yang lebih
merupakan pabrik-pabrik daripada perusahaan yartgnaenya. Target utama
mereka adalah memenuhi kebutuhan produksi dalararinggng sudah ditetapkan
pemerintah. Peran perusahaan negara sungguh besaasd awal RRC berdiri
tersebut, bukan saja sebagai penyerap tenaga gerjgsahaan negara di masa Mao
memberi jaminan penghidupan kepada para pegawaseyanur hidup. Sekali
seseorang menjadi pegawai suatu perusahaan, didikneebuah “mangkok besi”
yang bisa menjamin hidupnya dengan penyediaan ¢@rliasilitas bahkan sampai
pemenuhan fasilitas untuk anak mereka. Dalam saliapwvei terdapat Kklinik
kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lamg dapat digunakan oleh para
pegawai dan keluarga mereka. Selain itu, para p@Egmga mendapatkan pensiun
yang menjamin hidup mereka pada saat sudah tidakpondoekerja lagi. Kebaikan
perusahaan ini ternyata tidak memberi kebaikan Ipgagusahaan sendiri, karena
selain menambah beban finansial yang tidak sedikittk perusahaan, sistem ini
terlalu membuai para pegawai dan membuat merek& tefdorong untuk bekerja
giat. Selain beban akibat menanggung kehidupan gegawainya, kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan yang sepenuhnya dikontyatanenenyebabkan perusahaan
berjalan dengan tidak efektif. Para manajer pemamaHebih bertindak birokratis
demi kepentingan politik daripada bertindak ekorsodemi kepentingan perusahaan,
perusahaan negara pun pada akhirnya lebih banyalgme

Seiring dengan perkembangan situasi politik, @raan negara mengalami
perubahan. Deng Xiaoping mencanangkan reformasia pachun 1978 dan

memasukkan refomasi perusahaan negara sebagaissélahgendanya. Pada masa
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transisi, perusahaan negara yang sebelumnya dindiék dikelola oleh negara
perlahan-lahan diberikan kemandirian untuk memlkegutusan sendiri. Pada saat
yang sama dimulailah pengalihan perusahaan-peraisahagara ke pemerintah
daerah atau desentralisasi untuk mengurangi ketenggan perusahaan pada pusat.
Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah &datemperkenalkan sistem
bonus bagi para pegawai. Para pegawai berhak agshagi diri mereka sendiri bila
berprestasi, sehingga mereka menjadi lebih bersgahanntuk bekerja demi
perusahaan. Tercatat terdapat kenaikan pendapaareriptah dari perusahaan
negara setelah desentralisasi dan sistem bonuspksn, yaitu dari 98,48 miliar
yuan di tahun 1978 menjadi 136,03 miliar yuan duta1984.

Pada tahun 1987, sebuah sistem baru yang dikesrajad nama sistem
tanggungjawab atau sistem kontrak diterapkan. Pridasar sistem kontrak ini
adalah menetapkan keuntungan minimum perusahaaiy ydioayarkan pada
pemerintah. Ada berbagai macam nama kontrak, nanpama parakteknya
kesemuanya memiliki isi kontrak yang seragam. 8istgang dikuatkan UU
Perusahaan Milik Negara tahun 1988 tersebut mekaentonomi yang lebih besar
pada pengelolaan perusahaan. Para manajer merhgéiki dalam menentukan
produksi, harga, penjualan, investasi, personadiset, dll untuk kepentingan
perusahaan. Namun, pada akhirnya sistem tanggualgjaw mengalami kegagalan,
hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam menentylwantah yang harus dibayar
perusahaan pada negara, ketidakmampuan membayaranegda saat perusahaan
merugi, dan terlalu kecilnya keuntungan yang bisamgphan untuk pengembangan
perusahaan. Faktor korupsi juga menjadi alasanlmggaistem tanggungjawab,
oknum-oknum birokrat yang seharusnya mengawasi njga perusahaan
bersekongkol dengan oknum manajer dalam memalsldgoran keuangan demi
keuntungan pribadi.

Kurang berhasilnya sistem tanggungjawab membaw& RRda sebuah
konsep baru mengenai perusahaan moderen sepeati Bada tahun 1992, ketika
Deng memperkenalkan sistem ekonomi pasar sosRRE; perlahan-lahan mulai

berani untuk menjadikan model perusahaan di Batzgai kiblat mereka. Salah satu
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hal penting dalam masa perusahaan moderen initadetarmasi hak milik yang
pada intinya adalah pemisahan antara kepemilikam lispengelolaan dengan
mengubah perusahaan menjadi sebuah entiti legaly yadependen. Dengan
pemisahan yang tegas ini, negara sebagai pemiiirgenya memiliki akses yang
minimal untuk campur tangan dalam pengelolaan pbam, perusahaan pun tidak
bisa bergantung pada negara.

Privatisasi adalah suatu langkah yang diambil RR@nhun tidak secara
terang-terangan mereka akui, karena benturan igeoRRC sebenarnya sudah
melakukan privatisasi sejak 1980-an yang pertaniadikaulai di daerah pedesaan
dalam bentuk dekomunisasi lahan dan pertanian, @etuwkan Perusahaan
Kabupaten dan Pedesaaownship village enterpriseEVE), dan ekonomi swasta
pedesaan.

Privatisasi perusahaan negara dimulai pertamadkeihenzhen pada tahun
1986 dengan menjual aset perusahaan untuk mendapddka. Namun, kegiatan ini
terhenti karena alasan ideologi sebelum pada akhisecara tersurat dimulai lagi
setelah Deng pada tahun 1992 mengumumkan “sistear g@sialis” yang mulai
mengizinkan sektor privat berperan dalam perekoanmiegara. Tepat pada tahun
1995, pemerintah RRC mengeluarkan kebijakan “mebgaryang besar dan
melepaskan yang kecil” dengan hanya merestrukairsaribu perusahaan negara
berskala besar dan membiarkan perusahaan negargydaimemprivatisasi diri”
dengan menjual aset perusahaan atau bangkrut. TaR97, Jiang Zemin
mengesahkan Amandemen Ke-3 Konstitusi Republik Bakyna yang menyatakan
kalau sektor privat adalah “komponen utama” dald&monemi pasar sosialis yang
berarti memberikan sektor privat keleluasaan untekgembangkan sayapnya.

Dalam skala nasional, teknis privatisasi perusaipggiusahaan negara di Cina
dikomandoi oleh sebuah komite bernama Komite NasiSapervisi dan Manajemen
Aset Negara, di bawahnya adalah beberapa PerusRleaaggang Aset Negara yang
bertindak sebagai pemegang saham untuk beberapssapaan negara yang
dibawahinya. Namun, bentuk ini tidak kaku dan bikssesuaikan dengan daerah

masing-masing.

Perusahaan negara..., Wida Kristiani, FIB Ul, 2008 Universitas Indonesia



56

Dalam skala perusahaan, privatisasi diwujudkanardalbentuk sebuah
korporasi. Korporasi yang disahkan dalam UU Korpotahun 1993 ini memisahkan
dengan jelas kepemilikan dan pengelolaan perusakkagpemillikan dipegang oleh
para pemegang saham dalam wujud subjek hukum, ajegtan individual,
sedangakan pengelolaan perusahaan dipegang oeempasnjer dengan diawasi oleh
dewan pengawas dan dewan direksi.

Privatisasi perusahaan negara memberikan hagil yesitif bagi perusahaan.
Perusahaan negara secara keseluruhan senantiaspenmolam keuntungan yang
meningkat dari tahun ke tahun, selain itu jumlatupghaan negara yang merugi pun
selalu menyusut, sehingga meringankan beban kenapegaerintah pusat dalam
pemberian subsidi. Privatisasi yang dilakukan RR@wata juga mempengaruhi
bidang lain, seperti pada bidang ekonomi, dilihati gpermasalahan fiskal yang
muncul; bidang sosial yang ditandai dengan menimgkaumlah pengangguran dan
perubahan pada sistem kesejahteraan sosial; dangopblitik dengan isu demokrasi.
Namun, di lain sisi privatisasi mendorong berkengogma sektor swasta yang dapat
memberikan pemasukan untuk pendapatan negara dgmeerap tenaga kerja.

Privatisasi perusahaan negara di RRC memang mempsuatu tindakan
kapitalis yang bertentangan dengan bentuk negafa $&Ragai negara sosialis. Oleh
sebab itu, RRC memiliki caranya sendiri dalam me#ak privatisasi, termasuk
keputusan untuk tidak memisahkan perusahaan denggara secara total dan
memilih untuk tetap memproteksi 120 perusahaan raeferskala besar yang
menjadi pilar perekonomian nasional. Pernyataan Rie@kukan privatisasi dengan
setengah-setengah tampaknya tidak mempengaruhiripégthe karena apa yang
selama ini dilakukan RRC memberikan hasil yangtgdsgi negara dan masyarakat.

Beberapa ahli dari Barat meyakini kalau sistem ekanberpengaruh besar
pada politik suatu negara. Sehingga, mereka meypkia bahwa RRC cepat atau
lambat akan mulai menjadi negara demokrasi. Namnika,demokrasi muncul di
RRC, bentuknya tidak akan seperti yang ada di B&eakena latar belakang RRC
yang berbeda dengan Barat dan masih kuatnya p&@n P
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Masuknya RRC sebagai anggota WTO membuka sekttorsbaru bagi
investor asing yang sebelumnya dilarang, sepertiadg finansial, asuransi,
telekomunikasi, dan lain-lain. Namun, RRC tidak rals®erta merta memprivatisasi
bidang-bidang tersebut atau melakukan privatisesar menyeluruh terhadap
perusahaan negara yang belum diprivatisasi. Alasaantara lain adalah : privatisasi
skala besar dapat menyebabkan inflasi dan ingebikosial, terutama masalah
pengangguran yang sampai saat ini belum terat&Rdi; alasan kedua adalah krisis
legitimasi PKC sebagai penjaga sosialisme di RR@saa ketiga privatisasi
bukanlah obat untuk semua jenis perusahaan negang, terbukti dari gagalnya
privatisasi besar-besaran di Eropa Timur ; alassng \terakhir adalah PKC masih
menganggap kalau negara masih harus terlibat daidamg-bidang yang strategis
dan berhubungan dengan keamanan nasional, sewrsiii telekomunikasi.

Kesimpulannya, perusahaan negara di RRC setghaifvatisasi menjadi lebih
mandiri dan kompetitif dibandingkan pada masa-mssdelumnya. Hal tersebut
selain membawa keuntungan bagi perusahaan negaanitliri juga membuka iklim
usaha yang baik, sehingga pada akhirnya akan mexkan perekonomian negara
dan kesejahteraan rakyat. Dampak-dampak yang timkbhat privatisasi memang
tidak kecil, namun seiring berjalannya waktu, nagakan menemukan cara untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, & Bersama perusahaan

negara mereka akan semakin baik di masa mendatang.
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